SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

La.

bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan)
tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasi Bantuan Dana
Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional
Sekolah Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5254);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan
operasional sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut Juknis
BOS Tahun 2015 merupakan acuan/pedoman bagi pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota/kepala perwakilan Indonesia di luar negeri/atasc
pendidikan dan kebudayaan dan satuan pendidikan dasar dalam penggunaan dana
BOS Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

Juknis BOS Tahun 2015 disusun dengan tujuan agar:
a. penggunaan dana BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib
belajar 9 tahun secara efektif dan efisien; dan

b. pertanggungjawaban keuangan dana BOS dilaksanakan dengan tertib
administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari
penyimpangan.

Pasal 3

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2015
dilaksanakan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana BOS untuk setiap sekolah ditetapkan
dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar.



Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA, '

TTD.
ANIES BASWEDAN

Diundangakan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1961
Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Un

é Ani Nurdiani Azizah
"NIP 19581201198603200 1/1



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 161 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUKU I

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
UNTUK SEKOLAH INDONESIA DI LUAR NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah
program Pemerintah Pusat yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan
pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. BOS untuk
sekolah Indonesia di luar negeri, selanjutnya disingkat dengan BOS-LN,
adalah bantuan yang diberikan kepada satuan pendidikan dasar di luar

negerti.

Menurut Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau
peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya,
air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang
lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll. Namun demikian,
ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang

diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.



B.

D.

Tujuan BOS-LN

Program BOS-LN bertujuan memberikan bantuan operasional bagi
satuan pendidikan Indonesia pada jenjang pendidikan dasar yang
didirikan dan diselenggarakan untuk anak masyarakat Warga Negara

Indonesia di tempat yang ada Perwakilan Republik Indonesia.

Besar Bantuan BOS-LN

Besar biaya satuan BOS-LN yang diterima oleh sekolah, dihitung
berdasarkan jumlah siswa Warga Negara Indonesia (WNI) dengan
ketentuan:

1. SD/setara SD : Rp 750.000,-/siswa/tahun

2. SMP/Setara SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun

Waktu Penyaluran Dana

Dana BOS-LN disalurkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran
berjalan pada awal tahun pelajaran baru oleh Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan kepada pihak Perwakilan Republik Indonesia setempat
dan/atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan yang bertindak untuk dan
atas nama masing-masing kepala satuan pendidikan dasar Indonesia di

wilayahnya.
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BAB II
IMPLEMENTASI BOS-LN

A. Sekolah Penerima BOS-LN

1.

Sekolah SD/setara SD dan SMP/setara SMP penerima dana BOS-LN
didasarkan rekomendasi/usulan dari perwakilan Indonesia di luar
negeri dan/atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan.

. Semua sekolah yang menerima BOS-LN harus mengikuti pedoman

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

. Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang

tua/wali siswa yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang
diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau
barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat,
dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

. Perwakilan Republik Indonesia harus ikut mengendalikan dan

mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan
yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali siswa tersebut
mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi
dan akuntabilitas.

B. Program BOS-LN dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS-LN yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap

pengelola program pendidikan harus mempcrhatikan hal-hal berikut:

1.

BOS-LN harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses
pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.

.BOS-LN harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin

putus sekolah karena alasan finansial.

.BOS-LN harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat

melanjutkan ke tingkat SMP.

. Kepala sekolah SD/Setara SD menjamin semua siswa yang akan lulus

dapat melanjutkan ke SMP/Setara SMP.

. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di

lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah.



. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS-LN secara transparan dan

akuntabel.

.BOS-LN tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau

walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada
sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat
ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta
tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan

sumbangan.

. Program BOS-LN dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS-LN diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara

mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite

Sekolah/perwakilan orang tua dengan menerapkan MBS, yaitu:

1.
2.

Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel.

Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4
tahunan.

. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS-
LN merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.

.Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat

dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan perwakilan

orangtua.



BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah, Tim Manajemen Pusat,

Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Tim Manajemen Sekolah.

A. Tim Pengarah

1. Tingkat Pusat

a.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan;

. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

. Menteri Keuangan;

. Menteri Luar Negeri.

B. Tim Manajemen BOS Pusat

1. Penanggung Jawab Umum

a.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Ketua);

. Deputi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Anggotaj;
Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

(Anggota);

_Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

(Anggota);

Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan (Anggota).

2. Penanggung Jawab Program BOS-LN

a.

Direktur Pembinaan SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

(Ketua);



b.

C.

Direktur Pembinaan SD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Sekretaris);
Direktur Agama dan Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Anggota);

d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Anggota).

. Tim Pelaksana Program BOS

. Ketua Tim/Pelaksana;

. Sekretaris;

Penanggung jawab sekretariat;
i. Penanggung jawab sekretariat SD

ii. Penanggung jawab sekretariat SMP

. Bendahara;

i. Bendahara SD
ii. Bendahara SMP

. Unit Data;

i. Unit data SD

ii. Unit data SMP

Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat;

i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SD

ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat SMP

g. Unit Publikasi/Humas.

. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Pusat

a.
b.

Menyusun rancangan program;

Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan
pelaksanaan program BOS-LN;

Menandatangani Naskah Perjanjian Penyaluran (Formulir BOSLN-
NPP) dengan Perwakilan Indonesia di luar negeri dan/atau Atase
Pendidikan dan Kebudayaan;

Menetapkan Surat Keputusan (SK) alokasi dana BOS-LN tiap

sekolah berdasarkan data jumlah siswa;
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janel

=

Menyalurkan dana BOS-LN ke perwakilan Indonesia di luar negeri
dan/atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan;

Merencanakan dan melakukan sosialisasi program,;

Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan;

Menyusun laporan pelaksanaan BOS-LN.

C. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

1. Penanggung Jawab

a. Kepala Perwakilan Indonesia di Luar Negeri; dan/atau

b. Atase Pendidikan dan Kebudayaan

2. Tugas dan Tanggung Jawab Perwakilan Indonesia di luar negeri dan/

atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan

a.

Memuverifikasi dan mengusulkan daftar nama dan jumlah siswa per

sekolah;

. Menandatangani Naskah Perjanjian Penyaluran (Formulir BOSLN-

NPP) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (Formulir BOSLN-NPH)

dengan sekolah penerima bantuan BOS-LN;

. Menyalurkan dana BOS-LN ke sekolah tepat waktu sesual dengan

jumlah siswa per sekolah;

_ Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS-LN oleh

sekolah;

Membuat dan menyampaikan laporan pertahggungjawaban
penggunaan dana BOS-LN ke Tim Manajemen BOS Pusat paling
lJambat pada tanggal 31 Januari tahun berikutnya untuk
penggunaan dana BOS-LN semester ganjil (Juli- Desember) dan

tanggal 31 Juli untuk semester genap (Januari-Junij.

D. Tim Manajemen BOS Sekolah

1. Penanggung Jawab

Kepala Sekolah



2. Anggota

a.

Bendahara BOS sekolah;

b. Satu orang dari unsur orang tua siswa.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

a.

Mengirim daftar nama dan jumlah siswa ke Perwakilan Indonesia di
luar negeri dan/atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan;
Menandatangani Naskah Perjanjian hibah (BOSLN-NPH) dengan
Perwakilan Indonesia di luar negeri dan/atau Atase Pendidikan dan
Kebudayaan;

Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan
sekolah; '

Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang
ada;

Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah
dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah
yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua

Komite Sekolah;

. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman,

Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan
hibah yang diterimanya;

Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS tiap semester
untuk diserahkan ke Perwakilan Indonesia di luar negeri dan/atau
Atase Pendidikan dan Kebudavaan untuk semester ganjil (Juli-
Desember) paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya dan
semester genap (Januari-Juni) paling lambat tanggal 15 Juli;
Melakukan pembukuan secara tertib;

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.



BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN BOS-LN

A. Penyaluran Dana BOS-LN

1. Dana BOS-LN akan disalurkan sekaligus dalam masa satu tahun
anggaran berjalan yaitu pada awal tahun pelajaran baru oleh Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat yang ditunjuk kepada
Pihak Perwakilan Republik Indonesia setempat dan/atau Atase
Pendidikan dan Kebudayaan yang bertindak untuk dan atas nama
masing-masing Kepala Sekolah Indonesia di wilayahnya, dan berlaku

untuk satu tahun pelajaran.

2. Penyaluran dana BOS-LN dilakukan setelah penandatanganan Naskah
Perjanjian Penyaluran (NPP) antara Pihak Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia dengan Pihak Perwakilan Republik

Indonesia.

3. Pihak Perwakilan Republik Indonesia setempat dan/atau Atase
Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2,
wajib menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing sekolah

sesuai jumlah dan alokasi.

4. Penyaluran Dana BOS-LN oleh Pihak Perwakilan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam butir 3, dilakukan setelah
penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS-LN yang dibuat
antara Perwakilan Republik Indonesia setempat dan/atau Atase
Pendidikan dan Kebudayaan yang bertindak untuk dan atas nama
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selaku Pemberi Hibah dengan
masing-masing Kepala Sekolah Indonesia selaku Pihak Penerima

Hibah BOS luar negeri.

5. Dokumen asli berupa NPH BOS-LN dan resi penyaluran dan/atau
tanda terima penyaluran sebagaimana dimaksud dalam butir 3 dan
butir 4, disimpan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat dan/
atau Atase Pendidikan dan Kebudayaan sebagai bukti penyaluran,
yang salinannya disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan melalui Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan Direktur
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Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran,
maka dana tersebut tetap milik kas sekolah dan harus digunakan

untuk kepentingan sekolah.

. Pengambilan Dana

1. Pengambilan dana BOS-LN dilakukan oleh bendahara sekolah atas
persetuyjuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai
peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk

pemotongan.

2. Dana BOS-LN harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun

dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

3. Dana BOS-LN dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan
pada periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
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BAB V
PENGGUNAAN DANA BOS-LN

A. Komponen Pembiayaan

BOS-LN di sekolah harus didasarkan

kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS

Penggunaan dana pada

Sekolah dan Dewan Guru dan Perwakilan orang tua siswa. Hasil
kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk

berita acara rapat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.

Dana BOS-LN yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk

membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

Komponen Item
No Penjelasan
Pembiayaan Pembiayaan
1 |Pembelian/ e Mengganti yang rusak |Perhatikan
penggandaan buku |e Menambah kekurangan |Peraturan

teks pelajaran

untuk memenuhi rasio

satu siswa satu buku

Mendiknas Nomor
2 Tahun 2008

tentang Buku

2 [Kegiatan dalam
rangka penerimaan

siswa baru

¢ Biaya pendaftaran

e Penggandaan formulir

e Administrasi
pendaftaran

e Pendaftaran ulang

Termasuk untuk
konsumsi panitia
dan uang lembur
dalam rangka
penerimaan siswa
baru. Standar
pembiayaan
mengacu kepada
batas kewajaran

setempat

3 |Kegiatan
pembelajaran dan
ekstra kurikuler

siswa

e Pembelajaran Aktif,
Kreatif dan
Menyenangkan (PAKEM
untuk SD)

Termasuk untuk
honor jam
mengajar

tambahan di luar

11




Komponen Item
No . Penjelasan
Pembiayaan Pembiayaan
e Pembelajaran jam pelajaran dan
Kontekstual (SMP) biaya
e Pengembangan transportasinya
pendidikan karakter (termasuk di SMP
e Pembelajaran remedial |Terbuka), biaya
e Pembelajaran transportasi dan
pengayaan akomodasi
e Pemantapan persiapan |Siswa/guru dalam
ujian rangka mengikuti
e Olahraga, kesenian, lomba, fotocopy,
karya ilmiah remaja membeli alat olah
pramuka, palang merah | 282, alat kesenian
remaja, dan biaya
e Usaha Kesehatan pendaftaran
Sekolah (UKS) mengikuti lomba
4 |Kegiatan Ulangan e Ulangan harian, Termasuk untuk

dan Ujian

¢ Ulangan umum,

e Ujian sekolah

untuk fotocopy,
penggandaan soal,
honor koreksi
ujian dan honor
guru dalam rangka
penyusunan rapor

siswa

Pembelian bahan-

bahan habis pakai

e Buku tulis, kapur tulis,
pensil, spidol, kertas,
bahan praktikum, buku
induk siswa, buku

inventaris

Langganan daya

dan jasa

e Listrik, air, dan telepon

Hanya untuk
sekolah yang tidak
menggunakan
fasilitas Perwakilan

Indonesia.




Komponen Item

No . Penjelasan
Pembiayaan Pembiayaan
7 |Membantu siswa e Pemberian tambahan
miskin bantuan biaya

transportasi bagi siswa
miskin yang
menghadapi masalah
biaya transport dari dan
ke sekolah

e Membeli seragam,
sepatu dan alat tulis
bagi siswa penerima
subsidi siswa miskin
(SSM) sebanyak

penerima SSM.

8 |Pembiayaan e Alat tulis kantor
pengelolaan BOS e Penggandaan, surat-
menyurat, insentif bagi
bendahara dalam
rangka penyusunan
laporan BOS dan biaya
transportasi dalam
rangka mengambil dana
BOS di Bank

Penggunaan dana BOS-LN di sekolah harus memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS-LN adalah untuk kegiatan

operasional sekolah;

2. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah

menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah.
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B. Larangan Penggunaan Dana BOS-LN

10.

11.

Disimpan dengan maksud dibungakan;
Dipinjamkan kepada pihak lain;

Membiayal kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya

wisata) dan sejenisnya,;
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru,;

Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/siswa untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa

kurang mampu;
Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
Membangun gedung/ruangan baru,;

Membeli  bahan/peralatan yang tidak mendukung proses

pembelajaran;
Menanamkan saham;

Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah
pusat;

Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan

hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan.



BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program
BOS-LN, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat,
Perwakilan Indonesia di luar negeri dan/atau Atase Pendidikan dan
Kebudayaan) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada pihak

terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang
berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan,
pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring

evaluasi dan pengaduan masalah.

A. PELAPORAN
1. Tingkat Sekolah

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOSLN-K1
dan BOSLN-K2)

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Perwakilan Orang Tua
dan khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. RKAS
dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun demikian
perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu
Sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap semester.
Format RKAS dapat dilihat seperti pada Formulir BOS-K1. RKAS
perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci,
yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana

yang diterima sekolah (Formulir BOSLN-K?2).



b. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana BOS-LN yang

diterima. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan atau

menggunakan komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai

berikut.

1)

2)

Buku Kas Umum (Formulir BOSLN-K3)

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening
bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas
Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu vyang

berhubungan dengan pihak ketiga:

a) Kolom Penerimaan: dari penyalur dana (BOS atau sumber
dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan
penerimaan jasa giro dari bank.

b) Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa, biaya
administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran

pajak.

Buku Kas Umum harus diisi setiap transaksi (segera setelah
transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu
minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas
Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku
Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu
Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara
dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan

diperlihatkan apabila diperlukan oleh pemeriksa.

Buku Pembantu Kas (Formulir BOSLN-K4)

Buku ini harus mencatat setiap transaksi tunai dan
ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen
ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas, Tim
Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya

apabila diperlukan.
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3)

4)

6)

7)

8)

Buku Pembantu Bank (Formulir BOSLN-KS5)

Buku ini harus mencatat setiap transaksi melalui bank (baik
cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan
Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan
diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila

diperlukan.

Buku Pembantu Pajak (Formulir BOSLN-K6)

Buku pembantu pajak mempunyai fungsi untuk mencatat
semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor
atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib

pungut pajak.

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran
dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan
komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer,
bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan
menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-
buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala
Sekolah dan Bendahara Sekolah.

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai

dengan urutan tanggal kejadiannya.

Uang tunai yang ada di Kas mengikuti ketentuan dan kondisi

yang berlaku.

Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau
berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku
pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus diserah
terimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita Acara Serah

Terima.



c. Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOSLN-
K7 dan BOSLN-K7a)

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir
BOSLN-K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah
pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan

ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung
jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah

digunakan sesuai NPH BOS-LN.

Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh

penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

d. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOSLN-
K7a)

Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 8 komponen penggunaan
dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOSLN-K7. Laporan
ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara dan

Kepala Sekolah.
e. Bukti pengeluaran

1) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti

kuitansi yang sah;

2) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai

dengan peruntukannya;

3) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah

dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;

4) Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan

lunas dibayar oleh Bendahara;

5) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara

BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.
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f. Pelaporan

Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan

kegiatannya.

2) Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi
laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana dan
(Formulir BOSLN-K7 dan BOSLN-K7a) dan surat pernyataan
tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS-LN yang
diterima telah digunakan sesuai NPH BOS-LN.

3) Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank,
dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen
pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/nota/
bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh sekolah

sebagai bahan audit.

4) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan
keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata
dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta
disimpan di suatu tempat yang aman dan mudah untuk

ditemukan setiap saat.

2.Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Atase Pendidikan dan
Kebudayaan (Formulir BOSLN-KS8)

Perwakilan Republik Indonesia dan/atau Atase Pendidikan dan
Kebudayaan membuat laporan Rekapitulasi penggunaan Dana BOS
yang datanya diperoleh dari Tim Manajemen BOS Sekolah dengan
menggunakan Formulir BOSLN-K8. Laporan ini harus diserahkan ke
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semesteran paling lambat

tanggal 31 Juli tahun berikutnya.
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Formulir BOSLN-NPP
CONTOH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN PENYALURAN (NPP):
PERJANJIAN

PENYALURAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH BAGI SEKOLAH LUAR NEGERI (BOS-LN)
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

ANTARA

DIREKTORAT PEMBINAAN
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN

PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA/ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DI KOTA ...cvviiietiinniiicnicrentciecainscsnaccnnss NEGARA.................

Pada hari ini ....... tanggal ... bulan ............... tahun dua ribu

lima belas yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA et
NI Rt
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Output Bantuan Operasional Sekolah SD/SMP
Alamat : Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat
Pembinaan SD/SMP, Gedung E Lantai 17/15 Jalan

Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.

Dalam hal yang akan diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya sclaku
Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah pada
Direktorat Pembinaan SD/ Direktorat Pembinaan SMP, berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor @ ..................
tanggal ..o bulan .............. tahun 2014 dan oleh
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Direktur

Pembinaan SD/Direktur Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan



Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama

NIP

Jabatan

Alamat

Dalam hal yang akan diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku

Perwakilan Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik Indonesia di

Kota ....coooovviiiiiiiia. Negara ..............cooones yang diangkat berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor @ ....................... Tahun 20....
Tanggal .......coovvviiiiiiiiii 20...., dan oleh karenanya selaku Perwakilan

Pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan dan beralamat
sebagaimana tersebut di atas, bertindak untuk dan atas nama serta
mewakili Sekolah Indonesia Penerima BOS Luar Negeri Tahun Anggaran

2014 setempat. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

sepenuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, perjanjian ini merupakan bagian dari pclaksanaan Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Direktorat Pembinaan SD/
Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, untuk
penyaluran dana BOS pada Sekolah Indonesia di Luar Negeri tingkat
Sekolah Dasar (SD atau sederajat)/Sekolah Menengah Pertama (SMP

atau sederajat) di Kota ...............coooi, Negara ..........ccoevvveeennnns.

2. Bahwa, perjanjian ini bersifat khusus semata-mata untuk kepentingan
efektifitas dan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan dana BOS pada
Sekolah Indonesia tingkat SD/SMP (sederajat) di Luar Negeri pada
Wilayah  Kota ... Negara  .....c..coccceviiiiiiinnn. ,
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia NOMOT ...ovvneii e e Tahun 2014.



Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak bersepakat dan

saling menyetujui untuk melaksanakan perjanjian yang diatur dan

ditentukan sebagai berikut.

(4)

Pasal 1

Ruang Lingkup Perjanjian

sebagai dana BOS Luar Negeri kepada PIHAK KEDUA melalui rekening
Bank yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yaitu Bank .........................

Nomor Rekening ...........c.coovii. atas Nama .......oooeevvieiiniciianan.n.

PIHAK KEDUA setelah menerima transfer dana BOS sebagaimana
tersebut dalam ayat (1) pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja wajib menyalurkan uang tersebut dengan mekanisme hibah
kepada Sekolah Indonesia jenjang Sekolah Dasar (SD atau sederajat)/
Sekolah Menengah Pertama (SMP sederajat) di Wilayah Perwakilan
Republik Indonesia Kota ................................ dengan besaran tiap
sekolah sesuai jumlah siswa, dan biaya satuan yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .................

Tahun 2014.

Atas penyaluran dana BOS oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut
dalam ayat (2) pasal ini, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan salinan
bukti transfer dan salinan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS yang
dibuatnya dengan masing-masing Pihak Sekolah Indonesia Penerima

Program BOS di wilayah setempat kepada PIHAK PERTAMA.

Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan hak dan kewajiban
sebagaimana tersebut dalam ayat (2), dan (3) pasal ini, dibebankan pada

anggaran PARA PIHAK.

Pasal 2
Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS agar mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan yang berlaku.



Pasal 3

Pemeriksaan dan Pelaporan

(1) PIHAK PERTAMA atau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berwenang
untuk melakukan pemantauan dan/atau evaluasi, dan/atau memeriksa

hasil pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA membuat laporan pertanggungjawaban tiap semester
secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA atas pemanfaatan dan

penyaluran dana BOS.

Pasal 4

Pernyataan Kesanggupan

Untuk menjamin pelaksanaan perjanjian ini agar penggunaannya sesual
dengan program BOS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014, PIHAK KEDUA membuat
Pernyataan Kesanggupan yang dibuat secara tersendiri di atas kertas
bermaterai cukup dan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

perjanjian ini.

Pasal 5

Penyelesaian Perselisihan

(1) Segala perselisihan yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan secara
koordinatif oleh PARA PIHAK sesuai Tugas Pokok dan Fungsi masing-

masing dengan jalan musyawarah mufakat;

(2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah
mufakat, maka PARA PIHAK bersepakat untuk memilih domisili hukum
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan catatan apabila terjadi
penyalah gunaan wewenang dan/atau tindak pidana Korupsi-Kolusi-dan
Nepotisme dalam pelaksanaan perjanjian ini, para PIHAK tunduk pada

ketentuan hukum Indonesia yang berlaku untuk itu.



(1)

(2)

Pasal 6

Penutup

Semua dokumen yang mendahului Surat Perjanjian ini merupakan
hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan bersifat

mengikat bagi kedua belah pihak;

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 4 (empat), rangkap pertama dan
rangkap kedua masing-masing dibubuhi materai cukup, lembar lainnya

tanpa materai tetapi memiliki kekuatan hukum yang sama.

(3) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani, dan berakhir
dengan sendirinya apabila masing-masing pihak telah melaksanakan
hak dan kewajibannya yang diterima oleh para pihak satu sama lainnya.

Dibuat di: Jakarta
Tanggal @ .

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

Konsulat Jenderal RI .................. PPK Output BOS SD/SMP

NIP NIP



Formulir BOSLN-NPH

CONTOH

FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH (NPH) BOS
BAGI SEKOLAH LUAR NEGERI

ANTARA
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA/KONSULAT JENDERAL REPUBLIK
INDONESIA/ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DI KOTA ..oiiiitiiinnieriiinrriinrstcctsnneccnnans (SEBUTKAN NAMA KOTA DAN
NEGARA SETEMPAT)
DENGAN
KEPALA SEKOLAH INDONESIA .........cccvivviiieeeenn (SEBUTKAN NAMA
KOTA DAN NEGARA SETEMPAT)
1[0 {0 = &I P

Pada hariini .................ol. tanggal .........coocoeeii bulan ...
tahun dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini: -----------------
1. Nama et eeeeea e ra e AR A SRR
NP e e
Jabatan L eeeeeeueeeeeueeeesa e s aa AR SRR AR
Alamat e e oo s oA

Dalam Jabatan dan Kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak

atas nama perwakilan Republik Indonesia di ................. , yang selanjutnya
disebut Pemberi Hibah--------------—-ccomme e
2. Nama L emeeeeeeseeeeeessaeeeessaa bR R AR R
NIP L eeeeeeeeeeeeeeueeaeesaesaeesaesaessane SRR ARt
Jabatan : Kepala Sekolah Indonesia ................. selaku

Penanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

Indonesia

Alamat



Dalam Jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas bertindak
sebagai penanggung jawab satuan pendidikan dasar negeri/swasta di
NEZATA ..vineeiiiiiieeniiieaaeiaaeaenn , sebagaimana terlampir yang selanjutnya

di sebut Penerima Hibah------------——- oo

menyepakati bahwa Pemberi Hibah menyalurkan BOS Tahun Anggaran

.............. kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
Tujuan Pemberian Hibah BOS

Pemberian BOS bertujuan untuk memberikan bantuan operasional sekolah
bagi satuan pendidikan Indonesia pada jenjang pendidikan dasar yang
didirikan dan diselenggarakan untuk anak masyarakat Warga Negara

Indonesia di tempat yang ada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 2
Jumlah Hibah BOS

Pemberi Hibah menyalurkan BOS kepada satuan pendidikan dasar di

wilayah kerja Pemberi Hibah, berupa uang sebesar Rp .......................... -

Pasal 3
Hak Dan Kewajiban Pemberi Hibah

(1) Pemberi Hibah berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas

penggunaan dana BOS dari penerima hibah;

(2) Pemberi Hibah berkewajiban menyalurkan BOS kepada satuan
pendidikan dasar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana BOS

Luar Negeri diterima oleh Perwakilan Republik Indonesia,

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban Penerima Hibah

(1) Penerima hibah berhak menerima BOS dari Pemberi Hibah yang

disalurkan sekaligus dalam satu tahun anggaran berjalan;



(2) Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban menyampaikan laporan tiap
semester kepada Perwakilan Indonesia di luar negeri dan/atau Atase

Pendidikan dan Kebudayaan;

(3) Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban melaksanakan dan bertanggung

jawab penuh atas penggunaan BOS;

(4) Satuan Pendidikan Dasarselaku obyek pemeriksaan berkewajiban
menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah

sesuai peraturan perundang-undangan;

Pasal 5

Penyaluran

Penyaluran BOS dilakukan dengan melalui transfer dari rekening kas
Perwakilan Republik Indonesia ke rekening masing-masing satuan
pendidikan dasar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana BOS

diterima dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6
Penggunaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS agar mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan yang berlaku.

Pasal 7

Lain-lain

(1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah siswa pada satuan pendidikan
dasar yang berpengaruh terhadap jumlah hibah, maka dilakukan

penyesuaian jumlah BOS pada satuan pendidikan dasar dimaksud;

(2) Perubahan jumlah BOS di satuan pendidikan dasar ditetapkan dalam
Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPH
BOS ini.

(3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPH BOS ini dapat diatur
lebih lanjut dalam Addendum.



(4) Naskah Perjanjian Hibah BOS ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar
pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga

mempunyai kekuatan hukum sama.

(5) Setiap satuan pendidikan dasar yang tercantum dalam lampiran NPH
BOS mendapat salinan NPH BOS.

PENERIMA HIBAH, PEMBERI HIBAH,

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

(Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempel) (Nama, Jabatan, NIP, Tanda Tangan & Stempcl)



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN ...
Nama Sekolah Formulir BOSLN-K1
Kota Diisi oleh Sekolah
Negara Dikirim ke Konsulat Jenderal.......
PENERIMAAN
L:‘:J-l K’:):o Uraian Jumiah Kt:e Uraian Jumiah
1 2 3 4 6 i 8
| 1 SISA TAHUN LALU 1 {Program Sekolah
1 Pengembangan Kompelensi Lutusan
(] 2 PENDAPATAN RUTIN 1 Peny Kompetensi K Minimal
12 Penyusunan Krileria Kenaikan Ketas
W 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS}) 1o ce At
31 BOS Pusat 2 Pengembangan slandar isi
21 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwah Pelajaran
W 4 BANTUAN 22 Penyusunan Program Tahunan
4.1 23 Penyusunan Program Semesier
42 ra benyusunan Status
2 dst
v 5 SUMBER PENDAPATAN LAINNYA 3 Pengembangan standar proses
5.1 31 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Betajar Mengajar
52 EAR] Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
312 Pengadaan Alal Pembelajaran {seluruh mapel teimasuk OR)
31 dst
32 Program Kesiswaan
321 Penyusunan Program Kesiswaan
322 Pelaksanaan Pendaflaran Peserla Didik Baru (PPDB)
32 sl
3.3 Program Ekstrakurikule
33 Peny n Program £l
332 P El iler K
33. coevee dst
4 Pengembangan pendidik dan lenaga kependidikan
41 Pembinaan Guru di Gugus :
411 Peningkalan Kualitas Guru Kelas, Mala Pelajaran
412 Peningkalan Kompelensi Kepala Sekolah
a1 dsl
42 Pembinaan Tenaga Kependidkan
421 Pembinaan Tenaga Ketalausahaan
422 Pembinaan Tenaga Perpuslakaan
42 dst
5 Py sarana dan sekolah
5.1 Peng  F dan P Alal K Sekolah
514 Mesin Tik
512 Stensil/ Mesin Pengganda
5.t co dst
52 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung
921 Ruang kelas
5¢2 Ruang 1aboralonum
52 asl
53 Pengadaan dan Perawalan Meubelair
531 Meja Kursi Murd
532 Meja Kursi guru
53 .. .. dst
6 Pengemb slandar peng
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
611 Penyusunan Visi dan Misi
512 Penyusunan Profit Sekolah
6.1 dst
¥y Kegualan Pengeliaan Perkanioran
621 Peny Program K
622 Pengadaan sarana Pendukung Perkanloran
62. Y ]
63 Kegialan Supervisi, Monitonng dan Evaluasi
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluas
632 Supervisi Akademik
63 dst
64 Kegiatan Hubungan Masyarahkat
5.4.1 Pengembangan Sisiem Informas: Manajemen
A42 Panyusunan i gaflel
84 st
7 Peng gan standar p y
71 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
(AR Konsumsi Guru / Pegawai
712 Konsumsi Tamy
(A . PN -
8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
81 Penyusunan kisi-kisi
an Litangan Hatan
812 Ulangan Tengah Semester
B3 uilangar Akhi Seniester
8.1 as!




PENERIMAAN
No. No. ) No.
Uraian Jumiah Uraian Jumlah
Urut Kode Kode
1 2 3 4 5 7 &
82 Penyusunan Soal
821 Ulangan Harian
822 Ulangan Tengah Semester
823 Ulangan Akhir Semester
82 cos e dst
83 Pelaksanaan penilaian
83 Ulangan Harian
832 Ulangan Tengah Semester
833 1 Hangan Akhu Semesler
834 Ulangan Kenaikan Kelas
83 ds!
84 Tindak lanjut hasil Penilaian
841 Analisis
842 Remedial
843 Pengayaan
85 Penitaian lainnya
851 Portofolio
852 Proyek
853 Penugasan
8hd dsi
85 Inovast Model Peailaian
86.1 Workshep
862 HT
863 Pelatihan
864 Study banding
865 o -}
2 BELANJA LAINNYA
21 Belanja
22 Belanja
i Petana
Jumlah Psnarimaan

Mengetahui, Menyetujui.
Ketua Komite Sekotah Kepala sekolah Bendahara

NP NP



Formulir BOSLN-K2

Diisi oleh Sekolah

Dikirim ke Konsulat Jenderal ...

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN AJARAN
Nama Sekolah
Kota
Negara
Sumber dana BOS
No. Urut| No. Kode Uraian Jumlah
(dalam Rp)
Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Komite Sekolah

Kepala sekolah

Bendahara




BUKU KAS UMUM

Nama Sekolah ... Formulir BOSLN-K3
Kota Diisi oleh Sekolah
Negara Disampaikan ke Konsulat Jenderal ....
. . Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
99 {Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7
Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara
(o ) (o )
NIP NIP
BUKU PEMBANTU KAS
Nama Sekolah Formulir BOSLN-K4
Kota Diisi oleh Sekolah
Negara Dikirim ke Konsulat Jenderal .........
. . Penerimaan Pengeluaran Saldo
Tanggal | No.KKode | No. Bukti Uraian (Debit) (Kredit)

1 3 4 5 6 7
Mengetahui 200
Kepala Sekolah Bendahara
NIP NIP




BUKU PEMBANTU BANK

Nama Sekolah Formulir BOSLN-K5
Kota Diisi oleh Sekolah
Negara Dikirim ke Konsulat Jenderal .........
R " Penerimaan Pengeluaran Saldo
T . . ! .
anggal No. Kode | No. Bukti Uraian (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 3 7
Mengetahui e 20
Kepala Sekolah Bendahara/Guru
NIP NIP

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan -
Nama Sekolah Formulir BOSLN-K6
Kota Diisi oleh Sekolah
Negara Dikirim ke Konsulat Jenderal..
. . Penerimaan (Debit) Pengeluaran Saldo
Tanggal | No. Kode | No. Bukti Uraian PPN PPh 21 PPN 22 BPh 23 (Kredit)

1 3 4 5 6 7 8 10 11

Mengetahui

Kepala Sekolah

NIP

Catatan :

Pengeluaran pajak disesuaikan dengan aturan yang berlaku dinegara masing-masing

Bendahara Sekolah

NIP




REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN

TAHUN AJARAN .
PERIODE TANGGAL : ......ccoovevenieannns sid ...

Nama Sekolah

Formulir BOSLN-K7

Kota
Negara Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Konsulat Jenderal.....
Penggunaan dana per sumber dana
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Rutin BOS Bant-uan Sumber l"endapalan
Lain Lainnya
1 2 3 4 5 6 7
Penerimaan
Penggunaan Dana :
| Program Sekolah
1 Pengembangan Komp 1si Lulusan
i1 Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal
12 Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
1 .. dst
2 Pengembangan standar isi
21 Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran
22 Penyusunan Program Tahunan
23 Penyusunan Program Semester
24 Penyusunan Silabus
2 dst
3 Pengembangan standar proses
31 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar
311 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM)
3.12 Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mapei termasuk OR)
310 dst.
32 Program Kesiswaan :
321 Penyusunan Program Kesiswaan
322 Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)
32 e dst
33 Program Ekstrakurikuler
3.31 Penyusunan Program Ekstrakurikuler
332 Pelaksanaan Ekstrakuriler Kepramukaan
33 . dst
4 Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
41 Pembinaan Guru di Gugus :
4.1 Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran
4.1.2 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah
4.1 ... dst
42 Pembinaan Tenaga Kependidikan
421 Pembinaan Tenaga Ketatausahaan
422 Pembinaan Tenaga Perpustakaan
42 dst
5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah .
51 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perawatan Alat Kantor/Inventaris Sekolah
511 Mesin Tik
51.2 Stensil/ Mesin Pengganda
51.. T . dst
52 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung :
5.2.1 Ruang kelas
522 Ruang laboratorium
52 dst
53 Pengadaan dan Perawatan Meubelair
531 Meja Kursi Murid
532 Meja Kursi guru
53. T dst
6 Pengembangan standar pengelolaan
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
6.1.1 Penyusunan Visi dan Misi
6.1.2 Penyusunan Profil Sekolah
6.1 dst
62 Kegiatan Pengelolaan Perkantoran
621 Penyusunan Program Ketatausahaan
6.2.2 Pengadaan sarana Pendukung Perkantoran
62 dst
6.3 Kegiatan Supervisi, Monitoring dan Evaiuasi
6.3.1 Penyusunan Program Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.2 Supervisi Akademik
63.. | dst
6.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat
6.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
642 Penyusunan Leafiet
64 dst
7 Peng gan dar pembiayaan
71 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
7.4 Konsumsi Guru / Pegawai
7142 Konsumsi Tamu
A . dst




Penggunaan dana per sumber dana
No. Kode Uraian Kegiatan Jumlah Rutin 80S Bant-uan Sumber Pendapatan
Lain Lainnya
1 2 3 4 5 6 7
Penerimaan
Penggunaan Dana :
8 Pengembangan dan imp i penilaian
8.1 Penyusunan kisi-kisi :
811 Ulangan Harian
8.1.2 Ulangan Tengah Semester
8.1.3 Ulangan Akhir Semester
81 dst
8.2 Penyusunan Soal
821 Ulangan Harian
822 Ulangan Tengah Semester
823 Ulangan Akhir Semester
82.. | ... dst
83 Pelaksanaan penilaian
8.3.1 Ulangan Harian
832 Ulangan Tengah Semester
833 Ulangan Akhir Semester
834 Ulangan Kenaikan Kelas
8.3. L. dst
84 Tindak lanjut hasil Penilaian
841 Analisis
8.42 Remedial
843 Pengayaan
8.5 Penilaian lainnya
851 Portofolic
852 Proyek
853 Penugasan
854 dst
86 Inovasi Model Penilaian
86.1 Workshop
862 IHT
863 Peiatihan
864 Study banding
8.6.5 ... dst
Sub total Penggunaan Dana
2 Penggunaan Dana Lainnya
21 Belanja
22 Belanja
23 Belanja
Sub total Penggunaan Dana Lainnya
Total Penggunaan Dana (ll=1+2)
SISA DANA =1 -}
Mengetahui . 20
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara

NIP

NP




yejoyas ejeday
‘inlnjaAuapy

ueiejuad walsis 1sejuswaldwi uep uebuequabuay| g}
ueedeiqwad sepue)s uebuequabuag| /|
ueejojpbuad sepuess urbuequabusg| 9|

yejoxas euejesesd uep eueles uebuequabuagd| ¢

ueyipipuaday ebeus) uep yipipuad uebuequabuad| ¢'1

$9s0.d sepuejs uebuequisbuag| ¢|

1s1 Jepueys uebuequisbusgf 7'

uesninT 1suajadwoy uebueqwabusg| ||

171 ot 6 8 L 9 S v € [4 T

so8 Teyed uelln uep BMSIS NYS? nieq emsis uelelead
ueejojobuad | umysiw emsis [esef uep eAep| siqey ueyeq | uvebuein [uep ueselejaqwoad| ueewwuauad $)3} NYng uee
yejwny | ueekelquiag | muequapy | ueueBBueq | ueyaquag | ueeiBay uejeibay uejeiBoy  |puebBuadjuelaquag uegelBayjweiboig nin ON
S08 eueQ ueeunbbuag
eiebaN
ej0)
yejoyag eweyn
unyel
A....- wx Lwﬁmwsww V..........-.-.-.-.--..-. u\w sasasasvsssssasesaseve ” I—<wwz<-_' mno_mmm

“** |BJIPUIL JRINSUOY 3N WLINIG

Yejoxyag yajo Isng

BLY-N1SO8 Hinuwiog

SO8 VNVA NVVNNOONI ISVSITVIY ISVINLIdVYHIY




.................... “dIN

BISBUOPU} UB|IeMISd

11 01 6 8 L 9 S 14 € 4 T
508 eyed Uelln UBp | EMSIS [NSa AIEq EMSIS ueselejad
ueejojabuad | uiysiw emsis |esef uep eAep| siqey ueyeq | ueBuein |uep ueselejaquoad| ueewusuad |  sya) myng ueep
yejwnp ueefeiqwad | muequep | ueueBBuey | ueyoquad | ueeibay uejelbay| ueeibay | ueBbBuadjueljaquiag YBI0X3S BweN un 'oN

eue( ueeunbbuay

PNQYIPWY| 8% WuINIg

* |BJOPUBS 1BINSUOY Y30 1Bnqi]

8X-S04g Jlinwiio4

VYNVA NYYNNOONId NVHOAVY T ISVINLIdVH3Y
(SO9) HY10X3S TYNOISYHIdO NVYNLNVYS




BUKU 11

PETUNJUK TEKNIS
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang
berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2)
menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin
terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar
tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa
wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh
lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan
pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh
peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan

pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat
diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun
2005 APK SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009
telah mencapai 98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7
tahun lebih awal dari target deklarasi Education For All (EFA) di Dakar.
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juh
2005, telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian
program wajar 9 tahun. Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah
telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program

BOS, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.



Dalam perkembangannya, program BOS mengalami mengalami
peningkatan biaya satuan dan juga perubahan mekanisme penyaluran.
Sejak tahun 2012 penyaluran dana BOS dilakukan dengan mekanisme
transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening sekolah secara
online. Melalui mekanisme ini, penyaluran dana BOS ke sekolah berjalan

lancar.

Pelaksanaan program BOS diatur dengan 3 peraturan menteri, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN
Tahun 2015.

2. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang mekanisme
penyaluran dana BOS dari pusat ke provinsi dan pelaporannya.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mekanisme
pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas
daerah ke sekolah.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk

teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS.

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Program BOS tidak dibahas kembali dalam

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

. Pengertian BOS

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk
penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan

pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan
pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa
telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,
transportasi, konsumsi, pajak dan lain-lain. = Namun demikian, ada
beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan
dibiayai dengan dana BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai
dari dana BOS dibahas pada Bab V.



C. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban
masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9
tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum
memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada

sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB negeri dan
SMP/SMPLB/SD-SMP Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi
sekolah;

2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh
pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;

3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah

swasta.

D. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/
SMPT, dan SD-SMP Satu Atap (Satap), baik negeri maupun swasta di
seluruh provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah
Nasional (NPSN) dan sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan
(Dapodik).

Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasi sekolah ditentukan oleh
jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak
tergantung dengan jumlah peserta didik, besar dana BOS yang diterima

oleh sekolah dibedakan menjadi dua kelompok sekolah sebagai berikut.

1. Sekolah dengan jumlah peserta didik minimal 60, baik untuk
SD/SDLB maupun SMP/SMPLB/Satap

BOS yang diterima oleh sekolah, dihitung berdasarkan jumlah peserta

didik dengan ketentuan:
a. SD/SDLB : Rp 800.000,-/peserta didik/tahun
b. SMP/SMPLB/SMPT/Satap : Rp 1.000.000,-/peserta didik /tahun

3



2. SD/SDLB/SMP/SMPLB/Satap dengan jumlah peserta didik di
bawah 60 (sekolah kecil)

Bagi sekolah setingkat SD dan SMP dengan jumlah peserta didik
kurang dari 60 akan diberikan dana BOS sebanyak 60 peserta didik.
Kebijakan ini dimaksudkan agar sekolah kecil yang berada di daerah
terpencil/ terisolir atau di daerah tertentu yang keberadaannya sangat
diperlukan masyarakat, tetap dapat menyelenggarakan pendidikan

dengan baik.

Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memunculkan sekolah kecil

yang baru. Kebijakan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah dengan

kriteria sebagai berikut:

a. Sekolah swasta yang menetapkan standar iuran/pungutan mabhal,
atau

b. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak
berkembang, sehingga jumlah peserta didik sedikit dan masih
terdapat alternatif sekolah lain di sekitarnya; atau

c. Sekolah yang terbukti dengan sengaja membatasi jumlah peserta
didik dengan tujuan untuk memperoleh dana BOS dengan kebijakan

khusus tersebut.

Sekolah kecil yang menerima kebijakan alokasi minimal 60 peserta

didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. SD/SMP/Satap yang berada di daerah terpencil/terisolir yang
pendiriannya telah didasarkan pada ketentuan dan syarat yang
ditetapkan oleh pemerintah. Daerah terpencil/terisolir yang
dimaksud adalah daerah yang telah ditetapkan oleh Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; atau

b. SDLB dan SMPLB; atau

c. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta
didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain di sekitarnya; dan

d. Bersedia membebaskan iuran bagi seluruh siswa.

Agar kebijakan khusus ini tidak salah sasaran, maka mekanisme

pemberian perlakuan khusus ini mengikuti langkah sebagai berikut:



a.

b.

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota memverifikasi sekolah yang
akan mendapatkan kebijakan khusus tersebut;

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota merekomendasikan sekolah
kecil penerima kebijakan khusus dan mengusulkannya kepada Tim
Manajemen Provinsi dengan dilampiri daftar sekolah berdasarkan
Data Pokok Pendidikan (Dapodik);

Tim Manajemen BOS Provinsi menetapkan alokasi bagi sekolah kecil
berdasarkan surat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota. Tim Manajemen BOS Provinsi berhak menolak
rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota apabila
ditemukan fakta/informasi bahwa rekomendasi tersebut tidak sesuai

dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Jumlah dana BOS yang diterima sekolah dalam kelompok ini adalah:

a.

b.

SD = 60 x Rp 800.000,-/tahun
= Rp  48.000.000,-/tahun
SMP/Satap = 60 x Rp 1.000.000,-/tahun

Rp 60.000.000,-/tahun

Khusus untuk Sekolah Luar Biasa (SLB), terdapat 3 (tiga) kemungkinan

yang terjadi di lapangan:

a.

SDLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SMPLB, dana
BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 800.000,- atau sejumlah Rp
48.000.000,-/tahun.

. SMPLB yang berdiri sendiri tidak menjadi satu dengan SDLB, dana

BOS yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,- atau sejumlah Rp
60.000.000,-/tahun.

. SLB dimana SDLB dan SMPLB menjadi satu pengelolaan, dana BOS

yang diterima sebesar = 60 x Rp 1.000.000,- atau sejumlah Rp
60.000.000,-/tahun.

Jumlah dana BOS untuk SMPT tetap didasarkan jumlah peserta didik

riil karena pengelolaan dan pertanggungjawabannya disatukan dengan

sekolah induk.

Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini

harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:



a. Harus memberitahukan secara tertulis kepada brang tua peserta
didik dan memasang di papan pengumuman jumlah dana BOS yang
diterima sekolah;

b. Mempertanggungjawabkan jumlah dana BOS sesuai jumlah yang
diterima;

c. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

E. Waktu Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode

Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Pada tahun anggaran 2015, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan
untuk periode Januari sampai dengan Desember 2015, yaitu Triwulan I
dan II tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2014/2015 dan Triwulan Il dan
IV tahun anggaran 2015 tahun ajaran 2015/2016.

Bagi wilayah yang secara geografis sangat sulit (wilayah terpencil) sehingga

proses pengambilan dana BOS oleh sekolah mengalami hambatan atau

memerlukan biaya pengambilan yang mahal, penyaluran dana BOS kepada
sekolah dilakukan setiap semester, yaitu pada awal semester. Penentuan
wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Unit wilayah terpencil adalah kecamatan;

b. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama
kecamatan terpencil kepada Tim Manajemen BOS Provinsi, selanjutnya
Tim Manajemen BOS Provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke Tim
Manajemen BOS Pusat;

c. Kementerian Keuangan menetapkan daftar alokasi dana BOS wilayah

terpencil berdasarkan usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



BAB I1
IMPLEMENTASI BOS

A. Sekolah Penerima BOS

Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah

sebagai berikut:

1.

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT
negeri yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
dan terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) wajib

menerima dana BOS;

Semua sekolah swasta yang sudah memiliki Nomor Pokok Sekolah
Nasional (NPSN) dan terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan
(Dapodik) juga berhak menerima dana BOS. Akan tetapi sekolah
swasta berhak pula menolak untuk menerima dana BOS, dimana
penolakan tersebut harus melalui persetujuan orang tua peserta
didik melalui Komite Sekolah dan tetap menjamin kelangsungan

pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut;

Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/Satap/SMPT
negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali peserta
didik;

SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT/Satap swasta dapat
memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi

kekurangan biaya investasi dan biaya operasi;

Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS

yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;

Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang
tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan
biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang
dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak
mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu

pemberiannya;



7.

Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang
dilakukan oleh sekolah, dan sumbangan yang diterima dari
masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip

nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;

Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang
dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan

perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

B. Program BOS dan Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 9 tahun, setiap

pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1.

BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses

pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu;

BOS harus memberi kepastian bahwa tidak ada peserta didik miskin
putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli

baju seragam/alat tulis sekolah dan biaya lainnya,;

BOS harus menjamin kepastian lulusan setingkat SD dapat

melanjutkan ke tingkat SMP;

Kepala sekolah SD/SDLB menjamin semua peserta didik yang akan
lulus dapat melanjutkan ke tingkat SMP/SMPLB;

Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di

lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;

Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan

akuntabel;

BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau
walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat
kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua peserta didik
harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan
jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak

memberikan sumbangan.



C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Dana BOS diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara

mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite

Sekolah dengan menerapkan MBS sebagai berikut:

1.

Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan

akuntabel,

Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4

tahunan;

Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam
bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana
dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;

Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil

evaluasi dir1 sekolah;

Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat
dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite
Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota (untuk

sekolah negeri) atau yayasan (untuk sekolah swasta).



BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana BOS meliputi Tim Pengarah dan Tim Manajemen BOS

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tim Manajemen BOS Sekolah.

A. Tim Pengarah

1. Tingkat Pusat

a. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
b. Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

o

Menteri Keuangan;

e. Menteri Dalam Negeri.

2. Tingkat Provinsi

a. Gubernur;

b. Wakil Gubernur.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

a. Bupati/Walikota;
b. Wakil Bupati/Walikota.

B. Tim Manajemen BOS Pusat

1. Penanggung Jawab Umum

a. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud (Ketua);

b. Deputi Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan, Bappenas
(Anggotal);

c. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra
(Anggota);

d. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kemdagri (Anggota);

e. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu (Anggota).



2. Penanggung Jawab Program BOS

3.

e S~

™0

Direktur Pembinaan SMP, Kemdikbud (Ketua);

Direktur Pembinaan SD, Kemdikbud (Sekretaris);

Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu (Anggota);

Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri (Anggota);
Direktur Pendidikan, Bappenas (Anggota);

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud
(Anggota);

Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud
(Anggota).

Tim Pelaksana Program BOS

g.

Ketua Tim/Pelaksana;

Sekretaris;

Penanggung jawab sekretariat;

i. Penanggung jawab sekretariat SD

ii. Penanggung jawab sekretariat SMP

Bendahara;

i. Bendahara SD

ii. Bendahara SMP

Unit Data;

i. Unit data SD

ii. Unit data SMP

Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat;

i. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SD

ii. Unit Monitoring dan Evaluasi, serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat SMP

Unit Publikasi/Humas.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Pusat

a.

Menyusun rancangan program,

b. Melakukan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah

dengan Tim Dapodik Pusat, Tim Manajemen BOS Kabupaten/
Kota dan Tim Manajemen BOS Provinsi;
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Menyiapkan data jumlah peserta didik tiap provinsi untuk bahan
lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian APBN yang
mencantumkan alokasi BOS di tiap provinsi pada salah satu

lampirannya;

Menyusun dan menyiapkan peraturan yang terkait dengan

pelaksanaan program BOS;

Menetapkan Surat Keputusan (SK) alokasi dana BOS tiap sekolah
berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik);

Menyalurkan dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum

Daerah Provinsi;
Merencanakan dan melakukan sosialisasi program,;

Mengumumkan daftar sekolah penerima BOS, besar alokasi BOS
dan penggunaan dana BOS tiap sekolah melalui situs resmi
Kemdikbud;

Melatih/memberikan sosialisasi kepada Tim Manajemen BOS

Provinsi/Kabupaten/Kota;
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat

(Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);

Memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan
yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/
Kota;

Menyusun laporan pelaksanaan BOS, termasuk laporan
keuangan hasil penyaluran dana BOS ke sekolah yang diperoleh
dari Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir BOS-K11 dan BOS
K12);

Memantau laporan penyaluran dana BOS dari bank penyalur ke
sekolah.

5. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Pusat

a.

Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun

kepada Tim Manajemen BOS Provinsi/Kabupaten/Kota/Sekolah;

Mengelola dana operasional dan manajemen secara transparan

dan akuntabel;
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c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/

barang.

Tim Manajemen BOS Pusat ditetapkan dengan surat keputusan Menko
Kesra. Sekretariat Tim BOS Pusat berada di Direktorat Jenderal

Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tim Manajemen BOS Provinsi

1. Penanggung Jawab

a. Sekretaris Daerah Provinsi (Ketua);
b. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi (anggota);

c. Kepala Dinas/Badan/BiroPengelola Keuangan Daerah (anggota).

2. Tim Pelaksana Program BOS

a. Ketua Tim/Pelaksana (unsur SKPD Pendidikanj;
b. Sekretaris I (dari unsur SKPD Pendidikan);
c. Sekretaris Il (dari unsur DPKD/BPKD);

Bendahara (dari unsur SKPD Pendidikan);

e. Unit Data (Unit Data SD dan Unit Data SMP dari unsur SKPD
Pendidikan);

f.  Unit Monitoring dan Evaluasi serta Pelayanan dan Penanganan
Pengaduan Masyarakat (Unit yang menangani SD dan Unit yang
menangani SMP dari unsur SKPD Pendidikan dan unit dari unsur
DPKD/BPKD);

g. Unit Publikasi/Humas(dari unsur SKPD Pendidikan).

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Provinsi

a. Kepala SKPD Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim
Manajemen BOS Provinsi menandatangani naskah hibah atas

nama Gubernur;

b. Mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS yang

tertuang dalam Peraturan Presiden;

c. Membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan
Bank Penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan

mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;

~
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d. Melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat

waktu sesuai dengan jumlah peserta didik di tiap sekolah;
e. Memverifikasi data jumlah peserta didik berdasarkan Dapodik;

f. Melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim

Manajemen BOS Kabupaten/Kota,;

g. Bersama-sama dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
menetapkan alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota termasuk
alokasi dana BOS kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota

pemekaran;

h. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di

sekolah;

1. Memerintah Bank Penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan

hasil penyaluran dana ke Monev Online Kemdikbud,;

J- Melakukan monitoring laporan penyaluran dana BOS dari Bank
Penyalur ke sekolah yang dikirim ke Sistem Monev Online

Kemdikbud;

k. Melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
(Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);

l. Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk

manajemen program BOS dari sumber APBD;

m. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ke
Tim Manajemen BOS Pusat paling lambat pada tanggal 20

Januari tahun berikutnya;

n. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana
BOS dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, selanjutnya
dikirim ke pusat (Formulir BOS-K8) paling lambat pada tanggal
20 Januari tahun berikutnya;

o. Membuat dan menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dana
BOS ke Tim Manajemen BOS Pusat (Formulir BOS-K9).

4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Tim Manajemen BOS Provinsi
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Tidak diperkenankan menggunakan dana BOS vyang telah
ditransfer dari KUN ke KUD untuk kepentingan lain selain untuk

ditransfer ke sekolah;

Dilarang dengan sengaja melakukan penundaan penyaluran dana

BOS ke sekolah;

Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun

terhadap Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota/sekolah;

Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian
barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak
mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap

ketentuan penggunaan dana BOS;

Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/

barang.

Struktur Tim Manajemen BOS Provinsi di atas dapat disesuaikan di

daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam

pengelolaan program BOS. Tim Manajemen BOS Provinsi ditetapkan

dengan surat keputusan Gubernur. Sekretariat Tim Manajemen BOS

Provinsi berada di Kantor SKPD Pendidikan Provinsi.

D. Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

1.

Penanggung Jawab

Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana BOS (dari SKPD Pendidikan)

a.
b.

o

Manajer;

Unit Pendataan SD/SDLB;

Unit Pendataan SMP/SMPLB/ SMPT/Satap;

Unit Monitoring dan Evaluasi dan Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat.

Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

a.

Melatih, membimbing dan mendorong  sekolah  untuk
memasukkan data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-
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01B dan BOS-01C} dalam sistem pendataan yang telah
disediakan oleh Kemdikbud;

Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data berdasarkan Dapodik;

Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/updating data

yang dilakukan oleh sekolah secara online;

Mengompilasi nomor rekening seluruh sekolah (Formulir BOS-
02);

Kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggung
jawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani
naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan

melampirkan daftar rekening sekolah;

Bersama Tim BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data

jumlah peserta didik tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;

Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah

dan masyarakat tentang program BOS;

Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk

manajemen program BOS dari sumber APBD;

Melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan

pelaporan dana BOS;
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi:

Mengusulkan revisi SK alokasi dana BOS tiap sekolah melalui
Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen
BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan
data;

Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana BOS

secara online oleh sekolah;

. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan
dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala
SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun
berikutnya (Formulir BOS-K8);

Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah
dengan memberdayakan pengawas  sekolah sebagai Tim

Monitoring Kabupaten/Kota;
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0. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat
(Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);

p. Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat memperoleh

dana BOS dengan ketentuan alokasi minimal;

q. Mengusulkan daftar sekolah kecil yang memperoleh dana BOS

dengan ketentuan alokasi minimal kepada Tim BOS Provinsi;

r. Melakukan pendataan peserta didik penerima Kartu Indonesia
Pintar (KIP) dari Tim Manajemen BOS Sekolah.

4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota

a. Tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun

terhadap sekolah;

b. Tidak diperkenankan melakukan pemaksaan dalam pembelian
barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak
mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran  terhadap

ketentuan penggunaan dana BOS;

c. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku/

barang.

Struktur Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota di atas dapat
disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan
beban kerja dalam pengelolaan program BOS. Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota ditetapkan dengan surat keputusan Bupati/Walikota.
Sekretariat Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota berada di Kantor
SKPD Pendidikan Kabupaten /Kota.

E. Tim Manajemen BOS Sekolah

1. Penanggung Jawab

Kepala Sekolah

2. Anggota

a. Bendahara BOS sekolah;
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b.

Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite
Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah
dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari

terjadinya konflik kepentingan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Manajemen BOS Sekolah

a.

Mengisi, mengirim dan meng-update data pokokpendidikan
(Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) secara lengkap

kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;

Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan
sekolah (Formulir BOS-K1 dan BOS-K2);

Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta

didik yang ada;
Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan;

Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh
sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan
pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah,
Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);

Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman
(Formulir BOS-04);

Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan

dana BOS yang diterimanya;

Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS triwulanan
(Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) sebagali bentuk
pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di sekolah

untuk keperluan monitoring dan audit. ;

Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan
berita acara pemeriksaan kas (BOS-K7B dan BOS-K7().

Memasukkan data penggunaan dana BOS setiap triwulan

kedalam sistem onlinemelalui wwuw. bos.kemdikbud.go.id;

Membuat laporan tahunan diserahkan ke SKPD Pendidikan
Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun

berikutnya,;

18



. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4,
BOS-KS5 dan BOS-K6);

m. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;

n. Memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan

bebas pungutan (Formulir BOS-05);

0. Bagi sekolah negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang
investasi dari dana BOS ke SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota;

p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang
menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai
NPH BOS (Lampiran Format BOS-K7);

q. Mengusulkan daftar nama penerima BSM sesuai dengan
pemegang Kartu Penjamin Sosial (KPS) dan usulan diluar KPS

kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota.

4. Tata Tertib Yang Harus Diikuti Oleh Tim Manajemen BOS Sekolah
a. Memastikan keakuratan data yang diisikan dan dilaporkan;

b. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan
penggunaan dana BOS kepada orang tua peserta didik setiap
semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik

dan sekolah pada saat penerimaan rapor;

. Bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh
dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari dana BOS

maupun dari sumber lain;

d. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku

kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan;

e. Memonitor dan meminta sekolah untuk memasukkan data

individu secara online.

Tim Manajemen BOS Sekolah ditetapkan dengan SK dari Kepala Sekolah.



BAB IV
PROSEDUR PELAKSANAAN BOS

A. Proses Pendataan Pendidikan Dasar

Tahapan pendataan data pokok pendidikan (Dapodik) merupakan.
langkah awal penting untuk proses pengalokasian dana BOS dan
penyaluran dana BOS. Untuk menjamin agar Dapodik akurat dan selalu
ter-update, maka diperlukan penunjukan penanggung jawab Dapodik

oleh Kepala Sekolah dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Penanggung jawab Dapodik dapat seorang guru atau pegawai tata
usaha yang sudah ada di sekolah atau pegawai yang selama ini telah

direkrut untuk membantu pengelolaan dana BOS (untuk SD).

b. Penanggung jawab Dapodik yang dipilih memiliki kompetensi dapat

mengoperasikan minimal windows, word dan excel.

c. Penanggung jawab Dapodik bertanggung jawab terhadap pemasukan
data, validasi, verifikasi dan pengiriman data pokok pendidikan

melalui sistem online Dapodik.

d. Tidak ada pengangkatan pegawai honorer tetap yang khusus untuk
menangani Dapodik, sehingga dapat membebankan anggaran honor
rutin sekolah. Biaya yang diperlukan untuk menggandaan formulir,
pemasukan data, verifikasi, updating dan pengiriman data dapat

menggunakan dana BOS.

Setelah dilakukan penunjukan penanggung jawab Dapodik, berikut

adalah tahapan proses pendataan Dapodik:

1. Sekolah menggandakan (fotocopy) formulir data pokok pendidikan
(BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) sesuai dengan kebutuhan. Biaya
fotocopy formulir dapat dibayarkan dari dana BOS;

2. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendataan;

3. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk

diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi;
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10.

11.

12.

Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/ kewajaran data

individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;

Kepala Sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan
menerbitkan surat tugas sebagai penanggung jawab di tingkat

sekolah;

Tenaga operator sekolah memasukkan/meng-update data ke dalam
aplikasi pendataaan yang telah disiapkan oleh Kemdikbud kemudian

mengirimke server Kemdikbud secara online;

Sekolah harus selalu mem-backup secara lokal data yang telah di-
entri;
Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/

tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-

masing untuk keperluan monitoring dan audit;

Melakukan update data secara reguler ketika ada perubahan data,

minimal satu kali dalam 1 semester;

Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagail dasar
kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis
program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, Kartu Indonesia
Pintar, Rehab, dll;

Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat
mengenai operasional penggunaan aplikasi pendataan dan
memastikan data yang di-input sudah masuk kedalam server
Kemdikbud;

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap
proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana
dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan melakukan

pendataan sendiri.

. Proses Penetapan Alokasi Dana BOS

Penetapan alokasi BOS di tiap provinsi untuk keperluan anggaran dan

alokasi BOS di tiap sekolah untuk keperluan pencairan dan penyaluran

dana adalah sebagai berikut:
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Sebagai langkah awal, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
melakukan kontrol/verifikasi terhadap data jumlah peserta didik tiap
sekolah yang ada di Dapodik berdasarkan data yang ada. Apabila
terdapat perbedaan, maka Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota
harus mengonfirmasi perbedaan tersebut kepada sekolah, agar data

yang ada pada Dapodik sesuai dengan data riil yang ada di sekolah;

Pada setiap awal tahun pelajaran baru, Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota bersama Tim Manajemen BOS Provinsi dan Tim
Manajemen BOS Pusat melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data
Jjumlah peserta didik tiap sekolah yang ada pada Dapodik sebagai
persiapan pengambilan data untuk penetapan alokasi BOS tahun

anggaran mendatang;

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengambilan
data jumlah peserta didik pada Dapodik untuk membuat usulan
alokasi dana BOS tiap Provinsi yang akan dikirim ke Kementerian

Keuangan,;

Alokasi BOS tiap provinsi tersebut dihitung sebagai hasil rekapitulasi
dari data jumlah peserta didik di tiap sekolah yang ada di Dapodik
pada tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan

perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru;

Kementerian Keuangan menetapkan alokasi BOS tiap provinsi
melalui Peraturan Presiden sesuai dengan usulan dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan mengenai jumlah peserta didik dan

alokasi dana BOS di tiap provinsi;

Untuk penetapan alokasi BOS di tiap sekolah, Kemdikbud
mendasarkan perhitungan pada data jumlah peserta didik di tiap
sekolah yang ada pada Dapodik. Oleh karena itu, sekolah yang tidak
mengisi Dapodik (tidak tercantum dalam data base sistem Dapodik)

secara otomatis tidak mendapat alokasi dana BOS;

Untuk menghindari kejadian tersebut, sekolah yang belum terdaftar
dalam Dapodik harus segera berkoordinasi dengan Tim Manajemen
BOS Kabupaten/Kota, Tim Dapodik Kabupaten/Kota dan Tim
Dapodik Pusat.

Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaari, dalam dalam hal ini ditetapkan melalui
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Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar atas nama

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- Sekolah '
| I
] |<-.-__
: ' Form BOS-01A, BOS-01B, BOS-O@ : :
] | i
'L.._.._-__________ e cl
pendataan =1
online Sl
=
Gistem Data Pokok Pendidika@(—I 5’32 !
| s
Bl
pengambilan data kontrol ] =
secara online 1 I
TimBOS | 1
Kab/Kota
H I B Tim 803
Pusat |

]

]

]

] i
: Jumlah Siswa Jumlah Siswa !
X Tiap Provinsi Tiap Sekolah !
] |
l ________ i_--_-—-_-_-—__—-—-i -------- J

Kemenkeu Tim BOS Prov
Peraturan Presiden SK Gubernur
Alokasi Tiap Provinsi Alokasi Tiap Sekolah
Gambar 1.

Mekanisme Pengalokasian Dana BOS

9. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2015
didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2014-2015,
sedangkan periode Juli-Desember 2013 didasarkan pada data tahun
pelajaran 2015-2016.

10. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk penyaluran dana BOS tiap
triwulan didasarkan data Dapodik dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Triwulan 1 (Januari-Maret) didasarkan pada Dapodik tanggal 30
Nopember 2014;
b. Triwulan 2 (April-Juni) didasarkan pada Dapodik tanggal 15
Februari 2015;
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c. Triwulan 3 (Juli-September) didasarkan pada Dapodik tanggal 15

Mei 2015;

d. Triwulan 4 (Oktober-Desember) didasarkan pada Dapodik tanggal

21 September 2015;

/T\

A

(Jam ) (Fe) (Vi) ) (e) (T ) () g ) (Sep ) (K¢ o) (e
A

dari Dapodik bulan Nopember untuk pencairanl

A A A A

——-ee>

1
(©2) (er2

I I B

tahun sebelumnya triw-1 tahun berikutnya
Keterangan:
D-1 : pengambilan data Dapodik di triwulan 1
D-2 : pengambilan data Dapodik di triwulan 2
D-3 : pengambilan data Dapodik di triwulan 3
D-4 : pengambilan data Dapodik di triwulan 4
ST-1 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 1
ST-2 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 2
ST-3 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 3
ST-4 : pencairan/penyaluran dana ke sekolah triwulan 4
BT-1 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 1
BT-2 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 2

BT-3/4 : pencairan/penyaluran dana buffer ke sekolah triwulan 3 dan 4

Gambar 2.
Tahap Pendataan Untuk Pencairan Dana BOS

11. Ketentuan penetapan alokasi BOS tiap sekolah untuk penyaluran

dana BOS tiap triwulan adalah sebagai berikut:

a. Sekolah yang mendapatkan alokasi BOS adalah sekolah yang

sudah tercantum dalam data base Dapodik saat pengambilan data
sebelum penyaluran dana BOS di awal triwulan. Besar alokasi
dana BOS sekolah adalah sesuai dengan data jumlah peserta didik

yang ada pada Dapodik saat pengambilan data (tergantung pula
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pada kebijakan alokasi yang berlaku terkait jumlah peserta didik di
sekolah);

. Sekolah yang tidak tercantum dalam data base Dapodik tidak akan

mendapatkan alokasi pada saat penyaluran dana BOS di awal

triwulan;

. Tiap minggu ke-2 pada bulan ke-2 triwulan berjalan, Kemdikbud

akan melakukan pengambilan data Jumlah peserta didik di tiap

sekolah dari Dapodik untuk kepentingan:

1.

ii.

1ii.

1v.

Menghitung kelebihan dana BOS yang diterima sekolah pada
saat penyaluran yang dilakukan di awal triwulan. Kelebihan
penyaluran ini akan dikompensasikan pada penyaluran dana

BOS di triwulan berikutnya;

Menghitung kekurangan dana BOS yang diterima sekolah pada
saat penyaluran yang dilakukan di awal triwulan. Kekurangan
penyaluran ini akan ditambahkan melalui pencairan dana
cadangan/ buffer yang ada di Rekening Kas Umum Negara.
Kekurangan yang dapat dibayarkan termasuk sekolah yang
pada penyaluran di awal triwulan tidak mendapatkan alokasi
karena belum tercantum dalam data base Dapodik. Untuk
kasus ini, dana BOS yang bisa dibayarkan adalah pada alokasi
triwulan berjalan. Sedangkan dana BOS yang tidak dibayarkan
karena sekolah tidak terdata pada Dapodik di triwulan
sebelumnya, tidak dapat dibayarkan pada triwulan berjalan;
Sebagai dasar penetapan alokasi BOS di tiap sekolah untuk
penyaluran dana BOS triwulan berikutnya;

Khusus untuk triwulan 3, pengambilan data pada pertengahan
triwulan diundur menjadi minggu ke-3 bulan ke-3. Hal ini
terpaksa dilakukan karena harus menunggu selesainya proses
update data jumlah peserta didik tahun pelajaran baru pada
Dapodik yang dilakukan oleh sekolah. Oleh karena itu,
perhitungan lebih/kurang penyaluran dana BOS triwulan 3
digabungkan pada saat perhitungan lebih kurang penyaluran

dana BOS triwulan 4.
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C. Persiapan Penyaluran Dana BOS di Daerah

Proses penyaluran dana BOS dari tingkat pusat sampai dengan tingkat

sekolah dilakukan 2 tahap sebagai berikut:

1.

Tahap 1

Penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi. Mekanisme
penyaluran dana dan pelaporannya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK).

Tahap 2

Penyaluran dana dari RKUD provinsi ke rekening sekolah.
Mekanisme Penyaluran dana dan pelaporannya akan diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Untuk kelancaran penyaluran dana BOS, ada beberapa tahapan/

langkah persiapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1.

Bagi sekolah yang belum memiliki rekening, misalnya sekolah baru,
maka sekolah harus segera membuka rekening bank atas nama
sekolah (bukan atas nama pribadi) dan segera mengirim ke Tim

Manajemen BOS Kabupaten/Kota;

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota mengompilasi nomor rekening
seluruh sekolah dan nomor rekening baru (jika ada), kemudian
mengirimkannya kepada Tim Manajemen BOS Provinsi (Formulir
BOS-02);

SKPD Pendidikan Provinsi dan SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota
menandatangani naskah hibah, yang prosedurnya diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri;

SKPD Pendidikan Provinsi menyerahkan data daftar sekolah
penerima dana BOS dan alokasi dananya kepada BPKD untuk
keperluan pencairan dana BOS dari BUD ke sekolah.

D. Penyaluran Dana BOS

Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari RKUN ke RKUD

secara triwulanan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:
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1. Triwulan Pertama (Januari-Maret) dilakukan paling lambat pada
minggu ketiga di bulan Januari 2015;

2. Triwulan Kedua (April-Juni) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja pada awal bulan April 2015;

3. Triwulan Ketiga (Juli-September) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja pada awal bulan Juli 2015;

4. Triwulan Keempat (Oktober-Desember) dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober 2015.

Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari RKUN ke RKUD semesteran

(6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semester Pertama (Januari-Juni) dilakukan paling lambat pada
minggu ketiga di Januari 2015;

2. Semester Kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja pada awal bulan Juli 2015.

Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling

lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD Provinsi.

Beberapa ketentuan tambahan terkait dengan masalah penyaluran dana

BOS yang sering terjadi di daerah dan sekolah adalah sebagai berikut:

1. Jika terdapat peserta didik pindah/mutasi dari sekolah tertentu ke
sekolah lain setelah pencairan dana di triwulan berjalan, maka dana
BOS peserta didik tersebut pada triwulan berjalan menjadi hak
sekolah lama. Revisi jumlah peserta didik pada sekolah yang
ditinggalkan/menerima peserta didik pindahan tersebut baru

diberlakukan untuk pencairan triwulan berikutnya;

2. Bilamana terdapat sisa dana di sekolah pada akhir tahun anggaran,
maka dana tersebut tetap milik sekolah dan harus digunakan untuk

kepentingan sekolahsesuai dengan program sekolah;

3. Jika terjadi kelebihan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah
akibat kesalahan data, maka sekolah harus melaporkan kelebihan
dana tersebut kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan
selanjutnya Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota melaporkan

kepada Tim Manajemen BOS Provinsi. Tim Manajemen BOS Provinsi
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melakukan pengurangan dana BOS di sekolah tersebut pada periode

penyaluran berikutnya;

Jika terjadi kekurangan salur yang dilakukan oleh BUD ke sekolah,
maka sekolah harus melaporkan kekurangan dana tersebut kepada
Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Tim
Manajemen BOS Kabupaten/Kota melaporkan kepada Tim
Manajemen BOS Provinsi. Apabila dana BOS di BUD masih
mencukupi, kekurangan salur di sekolah dapat langsung
diselesaikan. Apabila dana di BUD tidak mencukupi, maka Tim
Manajemen BOS Provinsi mengajukan laporan kekurangan kepada
Tim Manajemen BOS Pusat melalui laporan BOS-K9 paling lambat

akhir minggu ke-2 bulan ke-2 dari setiap triwulan.

E. Pengambilan Dana

Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana BOS oleh

sekolah adalah sebagai berikut:

1.

Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas
persetujuan Kepala Sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu
sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai
peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk
pemotongan. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis

rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;,

Dana BOS harus diterima secara utuh oleh sekolah dan tidak
diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun

dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

Dana BOS dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada
periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan
dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
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BAB V
PENGGUNAAN DANA BOS

A. Komponen Pembiayaan

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan
dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan
Guru dan Komife Sekolah. Hasil kesepakatan di atas harus dituangkan
secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh
peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan
skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu
mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar

nasional pendidikan.

Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dapat digunakan untuk

membiayai komponen kegiatan-kegiatan berikut:

No| Komponen Item

Pembiayaan Pembiayaan Penjelasan

1 |Pengembangan e Membeli buku teks
perpustakaan pelajaran untuk
peserta didik dan
pegangan guru,
untuk mengganti
yang rusak atau
mencukupi
kekurangan jumlah.
Dalam membeli buku,
sekolah harus
memastikan peserta
didik miskin,
penerima KIP dan
yatim untuk
mendapatkan
pinjaman buku teks

tersebut. Sementara
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No| Komponen
Pembiayaan

Item
Pembiayaan

Penjelasan

SMP yang menjadi
induk dari SMPT,
peserta didik di
TKB/TKBM tidak
perlu dibelikan buku
teks, karena sudah
mendapatkan modul
pembelajaran.
Langganan publikasi
berkala

Akses informasi
online

Pemeliharaan
buku/koleksi
perpustakaan
Peningkatan
kompetensi tenaga
pustakawan
Pengembangan
database
perpustakaan
Pemeliharaan perabot
perpustakaan
Pemeliharaan dan
pembelian AC

perpustakaan

2 {Kegiatan
dalam rangka
penerimaan
peserta didik

baru

Administrasi
pendaftaran
Penggandaan formulir
Dapodik

Administrasi
pendaftaran
Pendaftaran ulang

Biaya pemasukan,

Termasuk untuk ATK dan

konsumsi panitia pada

saat proses pendaftaran.
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No| Komponen
Pembiayaan

Item
Pembiayaan

Penjelasan

validasi,
pemutakhiran data
dan pengiriman data
pokok pendidikan
Pembuatan spanduk
sekolah bebas
pungutan
Penyusunan
RKS/RKAS
berdasarkan hasil
evaluasi diri sekolah
Dan kegiatan lain
yang terkait dengan
penerimaan peserta
didik baru.

3 |Kegiatan
pembelajaran
dan ekstra
kurikuler

peserta didik

PAKEM (SD)
Pembelajaran
Kontekstual (SMP)
Pengembangan
pendidikan karakter
Pembelajaran
remedial
Pembelajaran
pengayaan
Pemantapan
persiapan ujian
Olahraga, kesenian,
karya ilmiah remaja,
pramuka dan palang
merah remaja,
Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS)
Pendidikan
Lingkungan Hidup

Termasuk untuk:

e Honor jam mengajar

tambahan di luar jam
pelajaran dan di luar
kewajiban jam
mengajar dan biaya
transportasinya
(termasuk di SMPT),
Biaya transportasi dan
akomodasi peserta
didik/guru dalam
rangka mengikuti
lomba,

Fotocopy,

Membeli alat olah raga,
alat kesenian dan biaya
pendaftaran mengikuti

lomba




No| Komponen
Pembiayaan

Item
Pembiayaan

Penjelasan

Pembiayaan lomba-
lomba yang tidak
dibiayai dari dana

pemerintah/pemda

4 |Kegiatan
Ulangan dan

Ujian

Ulangan harian,
Ulangan tengah
semester,
Ulangan akhir
semester/Ulangan
Kenaikan Kelas

Ujian sekolah

Termasuk untuk:

e Fotocopy/penggandaan
soal

e Pembuatan laporan
pelaksanaan hasil ujian
untuk disampaikan ke
orangtua

e Biaya transport
pengawas ujian di luar
sekolah tempat
mengajar yang tidak
dibiayai oleh

pemerintah /pemda

S5 |Pembelian
bahan-bahan

habis pakai

Buku tulis, kapur
tulis, pensil, spidol,
kertas, bahan
praktikum, buku
induk peserta didik,
buku inventaris
Minuman dan
makanan ringan
untuk kebutuhan
sehari-hari di sekolah

Pengadaan suku

.cadang alat kantor

Alat-alat kebersihan
sekolah
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Langganan
daya dan jasa

Listrik, air, dan
telepon, internet
(fixed/ mobile modem)
baik dengan cara
berlangganan
maupun prabayar
Pembiayaan
penggunaan internet
termasuk untuk
pemasangan baru
Membeli genset atau
jenis lainnya yang
lebih cocok di daerah
tertentu misalnya
panel surya, jika di
sekolah tidak ada
Jjaringan listrik

Penggunaan internet
dengan mobile modem
dapat dilakukan untuk
maksimal pembelian
voucher sebesar Rp.
250.000/bulan

Perawatan
sekolah/rehab
ringan dan
sanitasi
sekolah

Pengecatan,
perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan
jendela

Perbaikan mebeler
Perbaikan sanitasi
sekolah (kamar
mandi dan WC) dan
saluran air hujan
Perbaikan lantai
ubin/keramik dan
perawatan fasilitas

sekolah lainnya

Kamar mandi dan WC
peserta didik harus
dijamin berfungsi dengan
baik.

Pembayaran
honorarium
bulanan guru
honorer dan
tenaga
kependidikan
honorer.

Guru honorer (hanya
untuk memenuhi
SPM)

Pegawai administrasi
(termasuk
administrasi BOS
untuk SD)

Pegawai

Batas maksimum dana
BOS untuk membayar
honor bulanan guru/
tenaga kependidikan
honorer di sekolah negeri
sebesar 15% dari total
dana BOS yang diterima.

Lo
o




9 Pengembangan .

profesi gury

10{Membantu o
peserta didik
miskin yang
belum

menerima
bantuan .
program lain
seperti KIP

perpustakaan
Penjaga Sekolah
Satpam

Pegawai kebersihan

KKG/MGMP
KKKS/MKKS
Menghadiri seminar
yang terkait langsung
dengan peningkatan
mutu pendidik dan
ditugaskan oleh
sekolah

Membantu peserta

didik miskin yang
menghadapi masalah
biaya transport dari
dan ke sekolah
Membeli alat
transportasi
sederhana bagi
peserta didik miskin
(misalnya sepeda,

Pengangkatan guru dan
tenaga kependidikan
honorer harus
mempefoleh persetujuan
Dinas Pendidikan
Kabupaten /Kota dengan
mempertimbangkan
prinsip pemerataan dan
peényebaran guru dan
tenaga kependidikan dj
kab/kota.

* Khusus untuk sekolah
yang memperoleh
hibah/block grant
pengembangan
KKG/MGMP atay
sejenisnya pada tahun
anggaran yang sama
hanya diperbolehkan
menggunakan dana
BOS untuk biaya
transport kegiatan
apabila tidak
disediakan oleh

hibah / block grant
tersebut.

Fotocopy

Biaya pendaftaran dan
akomodasi seminar

* Jika dilakukan
pembelian alat
transportasi, maka
barang tersebuyt harus
dicatat sebagai
inventaris sekolah.
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perahu
penyeberangan, dll)
Membantu membeli
seragam, sepatu dan
alat tulis.

11{Pembiayaan
pengelolaan
BOS

Alat tulis kantor (ATK
termasuk tinta
printer, CD dan flash
disk)

Penggandaan, surat-
menyurat, insentif
bagi bendahara
dalam rangka
penyusunan laporan
BOS dan biaya
transportasi dalam
rangka mengambil
dana BOS di
Bank/PT Pos

12|Pembelian dan
perawatan
perangkat

komputer

Membeli desktop/
work station
Membeli printer atau
printer plus scanner
Membeli laptop
Membeli proyektor

Printer 1 unit/tahun
Desktop/ worksatation
maksimum 4 unit bagi
SD dan 7 unit bagi SMP
untuk digunakan dalam
proses pembelajaran.
Laptop 1 unit dengan
harga maksimum Rp 6
juta dan dibeli di toko
resmi.

Proyektor maksimum 2
unit dengan harga tiap
unit maksimum Rp 5
juta dan dibeli di toko
resmi

Proses pengadaan

barang oleh sekolah
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harus mengikuti
peraturan yang berlaku

* Peralatan di atas harus
dicatat sebagai

Inventaris sekolah.

13

Biaya lainnya |e Peralatan pendidikan | Penggunaan dana untuk
jika seluruh yang mendukung komponen ini harus
komponen 1 kurikulum 2013 dilakukan melalui rapat
s.d 12 telah e Mesin ketik dengan dewan guru dan
terpenuhi e Peralatan UKS komite sekolah
pendanaannya |, Pembelian meja dan

dari BOS kursi peserta didik jika

meja dan kursi yang

ada sudah rusak berat

Khusus untuk SMP Terbuka, dana BOS dapat digunakan juga untuk

kegiatan berikut:

1.

Supervisi oleh Kepala Sekolah, diberikan maksimal sebesar Rp
150.000,-/bulan;

Supervisi oleh Wakil Kepala SMP Terbuka, diberikan maksimal
sebesar Rp 150.000,-/bulan;

Kegiatan tatap muka di Sekolah Induk oleh Guru Bina, diberikan
rata-rata maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan tetapi secara

proporsional disesuaikan dengan beban mengajarnya;

Kegiatan pembimbingan di TKB oleh Guru Pamong, masing-masing

diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan;

Kegiatan administrasi ketatausahaan oleh petugas Tata Usaha (1

orang), diberikan maksimal sebesar Rp 100.000,-/bulan;

Pengelolaan kegiatan pembelajaran oleh Pengelola TKB Mandiri

diberikan maksimal sebesar Rp 150.000,-/bulan.

Penanggung jawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS untuk
SMPT/TKB Mandiri adalah Kepala SMP induk.
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Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:

1.

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan

operasional sekolah;

Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan
menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. Sebaliknya
Jika dana BOS tidak mencukupi untuk pembelanjaan yang
diperbolehkan (13 item pembelanjaan), maka sekolah dapat
mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang diterima oleh
sekolah, yaitu pendapatan hibah (misalnya DAK) dan pendapatan
sekolah lainnya yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan

terkait;

Biaya transportasi dan uang lelah guru PNS yang bertugas di luar
kewajiban jam mengajar harus mengikuti batas kewajaran yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah
menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah
(beradasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-
5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga
Bank yang berasal dari Dana BOS dji rekening Sekolah).
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B. Larangan Penggunaan Dana BOS

Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-
hal berikut:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Disimpan dengan maksud dibungakan;
Dipinjamkan kepada pihak lain;
Membelisoftware/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS

atau software sejenis;

Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan
memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya

wisata) dan sejenisnya;

Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi /Pusat, atau pihak lainnya,
kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta

dalam kegiatan tersebut;
Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk
kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali bagi peserta
didik miskin;

Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

Membangun gedung/ruangan baru;

Membeli Lembar Kerja Peserta didik (LKS) dan bahan / peralatan yang

tidak mendukung proses pembelajaran;
Menanamkan saham;

Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah

pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;

Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan
operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan

hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;

Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/
pendampingan terkait program BOS/ perpajakan program BOS yang
diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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C. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

Pembelian barang/jasa dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah

dengan ketentuan berikut:

1.

Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan
barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku, dengan cara membandingkan harga
penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan
melakukan negosiasi;

Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan, dan kewajaran
harga;

Membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia
barang/jasa;

Diketahui oleh Komite Sekolah;

Terkait dengan biaya untuk rehabilitasi ringan/pemeliharaan
bangunan sekolah, Tim Manajemen BOSSekolah harus:

Membuat rencana kerja.

Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

D. Pencatatan Barang Inventaris

Terhadap setiap barang inventaris yang telah dibeli, sekolah wajib

melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada 2 tahap

pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu penerimaan, serta

penyimpanan dan penggunaan.

1.

Penerimaan

Barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian
harus dicatat dalam buku penerimaan barang (Format B0S-07)
sebagai bukti penerimaan barang. Barang yang diterima atas
pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat
pemesanan yang ditandatangani Kepala Sekolah, yang dicocokkan
berdasarkan jenis, jumlah barang, harga barang, dan kondisi fisik
barang. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi barang baik, maka
barang dapat diterima. Jika tidak, maka sebaiknya ditangguhkan
atau diberi catatan.
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Penyimpanan dan penggunaan

Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh
sekolah, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku
inventaris barang (Format BOS-08). Buku inventaris ini berfungsi
untuk melihat kuantitas barang yang diterima, yang dipinjamkan ke

peserta didik apabila ada dan yang ada di sekolah.

E. Serah Terima Aset Milik Negara

1.

Sekolah melaporkan setiap hasil pembelian barang inventaris kepada
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan rincian jumlah dan harga

setiap barang yang dibeli (Format BOS-9).

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi hasil
pembelian barang inventaris di seluruh sekolah dengan rincian
jumlah dan harga barang yang dibeli (Format BOS-10) untuk

disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas
Pendidikan Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima Aset
(Format BOS-11) yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang
dilampiri dengan rekapitulasi hasil pembelian barang inventaris di
seluruh kabupaten/kota dengan rincian jumlah dan harga barang
yang dibeli (Format BOS-12).
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BAB VI
MONITORING DAN SUPERVISI

Bentuk kegiatan monitoring dan supervisi adalah melakukan pemantauan,

pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOS.

Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa dana

BOS diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan

yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain:

1.

aok e

Alokasi dana sekolah penerima bantuan

Penyaluran dan penggunaan dana

Pelayanan dan penanganan pengaduan

Administrasi keuangan

Pelaporan, serta pemajangan rencana penggunaan dan pemakaian dana
BOS.

Selain itu juga dilakukan monitoring terhadap pelayanan dan penanganan

pengaduan, sehingga pelayanan pengaduan dapat ditingkatkan. Dalam

pelaksanaannya, monitoring pengaduan dapat dilakukan bekerjasama

dengan lembaga-lembaga terkait. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari

fakta, menginvestigasi, menyelesaikan masalah, dan mendokumentasikan.

Kegiatan monitoring dan supervisi dilakukan oleh Tim Manajemen BOS

Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, dan Tim Manajemen BOS Kabupaten/

Kota.

A.

Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Pusat

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Pusat

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Monitoring pelaksanaan program ditujukan untuk memantau
penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Manajemen BOS

Provinsi dan penggunaan dana manajemen dan operasional yang
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disediakan oleh Tim Manajemen BOS Pusat dan pelaksanaan

program di sekolah;

Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Provinsi, Pengelola

Keuangan Daerah, Bank Penyalur danSekolah;

Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada

saat penyaluran dana dan pasca penyaluran dana;

Monitoring pelaksanaan program dilakukan melalui kunjungan

lapangan;

Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah

dilakukan secara online.

. Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1.

Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan

dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;

Responden terdiri dari Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota,
sekolah, murid dan/atau orangtua murid penerima bantuan dan

lembaga penyalur dana BOS;

Monitoring dilaksanakan pada saat persiapan penyaluran dana, pada

saat penyaluran dana, dan pasca penyaluran dana;
Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

Monitoring penyaluran dana BOS dari Bank Penyalur ke sekolah

dilakukan secara online.

- Monitoring oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Provinsi

mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1.

2.

Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dana, penyerapan

dana, dan penggunaan dana di tingkat sekolah;

Responden terdiri dari sekolah dan murid dan/atau orangtua murid;
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Monitoring dilaksanakan pada saat penyaluran dana dan pasca

penyaluran dana;

Bila terjadi permasalahan biaya monitoring, disarankan agar
monitoring dilakukan secara terpadu dengan program lain selain

program BOS;

Monitoring dapat melibatkan Pengawas Sekolah secara terintegrasi

dengan kegiatan pengawasan lainnya oleh Pengawas Sekolah:
Monitoring dilakukan melalui kunjungan lapangan;

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota agar memanfaatkan pengawas
sekolah yang kredibel dan bertanggungjawab untuk membantu

melakukan monitoring.



BAB VII
PELAPORAN DAN PERTAN GGUNGJAWABAN KEUANGAN

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program
BOS, masing-masing pengelola program di tiap tingkatan (Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota, Sekolah) diwajibkan untuk melaporkan hasil kegiatannya
kepada pihak terkait.

Secara umum, hal-hal yang dilaporkan oleh pelaksana program adalah yang
berkaitan dengan statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan,
pemanfaatan dana, pertanggungjawaban keuangan serta hasil monitoring
evaluasi dan pengaduan masalah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
telah menyediakan software/perangkat lunak untuk membantu sekolah
dalam menyusun laporan keuangan tingkat sekolah. Aplikasi ini diberi nama
Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS (Alpeka BOS)
yang dapat diunduh secara gratis dari www.bos.kemdikbud.go.id. Oleh
karena itu, sekolah dilarang membeli aplikasi lain yang sejenis dengan
menggunakan dana BOS. Bilamana terdapat kesulitan dalam penggunaan
aplikasi  ini, sekolah/tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota dapat
menghubungi Tim Manajemen BOS Pusat.

A. Pelaporan

1. Tingkat Sekolah

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (Formulir BOS-K]1 dan
BOS-K2)

RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan
khusus untuk sekolah swasta ditambah Ketua Yayasan. Dokumen
ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas
Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para

pemeriksa lainnya apabila diperlukan.

RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun

demikian perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena
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itu sekolah dapat membuat RKAS tahunan yang dirinci tiap

semester. Format RKAS adalah seperti pada Formulir BOS-K]1.

RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara
rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber

dana yang diterima sekolah (Formulir BOS-K2).

b. Pembukuan

Sekolah diwajibkan membuat pembukuan dari dana yang
diperoleh sekolah wuntuk program BOS. Pembukuan yang
digunakan dapat dengan tulis tangan atau menggunakan

komputer. Buku yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Buku Kas Umum (Formulir BOS-K3)

Buku Kas Umum ini disusun untuk masing-masing rekening
bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam Buku Kas
Umum meliputi semua transaksi eksternal, yaitu yang

berhubungan dengan pihak ketiga:

i). Kolom Penerimaan:dari penyalur dana (BOS atau sumber
dana lain), penerimaan dari pemungutan pajak, dan

penerimaan jasa giro dari bank.

ii). Kolom Pengeluaran: adalah pembelian barang dan jasa,
biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan

setoran pajak.

Buku Kas Umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah
transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu
minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat didalam Buku Kas
Umum juga harus dicatat dalam buku pembantu, yaitu Buku
Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu
Pajak. Formulir yang telah diisi ditandatangani oleh Bendahara
dan Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan

diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS
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ii.

1ii.

1v.

Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila

diperlukan.
Buku Pembantu Kas (Formulir BOS-K4)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan
ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Dokumen
ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas,
Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa

lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Bank (Formulir BOS-K5)

Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek,
giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan
Kepala Sekolah. Dokumen ini disimpan di sekolah dan
diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS

Kabupaten/Kota, dan pemeriksa lainnya apabila diperlukan.
Buku Pembantu Pajak (Formulir BOS-K6)
Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi

yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan

penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak.

Terkait dengan pembukuan dana yang diperoleh sekolah untuk

program BOS, sekolah perlu memperhatikan hal-hal berikut:

1.

Pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan pengeluaran
dapat dilakukan dengan tulis tangan atau menggunakan
komputer. Dalam hal pembukuan dilakukan dengan komputer,
bendahara wajib mencetak Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dan
menatausahakan hasil cetakan Buku Kas Umum dan buku-
buku pembantu bulanan yang telah ditandatangani Kepala
Sekolah dan Bendahara Sekolah.
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li. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam
Buku Kas Umum dan Buku Pembantu yang relevan sesuai

dengan urutan tanggal kejadiannya.
ili. Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 10 juta.

iv. Apabila bendahara meninggalkan tempat kedudukannya atau
berhenti dari jabatannya, Buku Kas Umum dan buku
pembantunya serta bukti-bukti pengeluaran harus
diserahterimakan kepada pejabat yang baru dengan Berita

Acara Serah Terima.

- Realisasi penggunaan dana tiap sumber dana (Formulir BOS-K7)

Laporan ini disusun berdasarkan Buku Kas Umum (Formulir BOS-
K3) dari semua sumber dana yang dikelola oleh sekolah pada
periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan
ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite
Sekolah.

Laporan ini harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung
jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah
digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri

tentang Pengelolaan BOS.

Bukti pengeluaran yang sah disimpan dan dipergunakan oleh

penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS (Formulir BOS-K7a)
Laporan ini merupakan rekapitulasi dari 13 komponen
penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan Formulir BOS-
K7. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh

Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

. Opname Kas (Formulir BOS-K7b) dan Berita Acara Pemeriksaan
Kas (Formulir BOS-K7¢)
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Setiap bulan Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani
oleh Kepala Sekolah dan Bendahara/Pemegang Kas. Sebelum
penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan
menghitung jumlah kas baik yang ada di sekolah (kas tunai)
maupun kas yang ada di bank (buku tabungan sekolah). Hasil dari
opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada
bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus

dijelaskan penyebab perbedaannya.

Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan
Bendahara Sekolah/Pemegang Kas menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Kas.

. Bukti pengeluaran

1. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti

kuitansi yang sah;

ii. Bukti pengeluaran uang dalam Jjumlah tertentu harus dibubuhi
materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai.
Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak
dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal
antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea
meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan
nilai nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai

dengan tarif sebesar Rp 6.000,-

iii. Uraian pembayaran dalam kuitansi harus Jelas dan terinci

sesuai dengan peruntukannya;

iv. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah

dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi;

v. Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan

lunas dibayar oleh Bendahara;
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vi.

Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara

BOS sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

. Pelaporan

Laporan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

L.

1.

iil.

1v.

Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan

kegiatannya.

Laporan penggunaan dana BOS di tingkat sekolah meliputi
laporan realisasi penggunaan dana per sumber dana (Formulir
BOS-K7 dan BOS-K7a) dan surat pernyataan tanggung jawab
yang menyatakan bahwa dana BOS yang diterima telah
digunakan sesuai NPH BOS.

Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank,
dan Buku Pembantu Pajak beserta bukti serta dokumen
pendukung bukti pengeluaran dana BOS (kuitansi/faktur/
nota/bon dari vendor/toko/supplier) wajib diarsipkan oleh
sekolah sebagai bahan audit. Setelah diaudit, maka data

tersebut dapat diakses oleh publik.

Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-
laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan
dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal
kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang aman dan

mudah untuk ditemukan setiap saat.

Hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS Sekolah

sebagai berikut:

1.

1l.

1ii.

Rekapitulasi penggunaan dana BOS (Formulir BOS-K7A) harus
dilaporkan oleh setiap sekolah tiap triwulan melalui laman
www.bos.kemdikbud.go.id. Laporan lengkap penggunaan dana
BOS triwulanan disimpan di sekolah untuk bahan

pemeriksaan.
Lembar pencatatan pertanyaan/kritik /saran.

Lembar pencatatan pengaduan.

49



Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban triwulanan
disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Kabupaten/Kota(Formulir BOS-K8)

Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Manajemen BOS
Kabupaten/Kota kepada Tim Manajemen BOS Propinsi adalah
sebagai berikut:

a. Rekapitulasi penggunaan Dana BOS yang diperoleh dari Tim
Manajemen BOS Sekolah dengan menggunakan Formulir BOS-K8.

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan,

dan status penyelesaian.

3. Tingkat Provinsi
a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K9 dan BOS-K9a)

Laporan ini untuk melihat kesesuaian jumlah dana yang diterima
oleh Kas Umum Daerah (KUD) dari Kas Umum Negara (KUN)
dengan kebutuhan riil. Laporan ini dibuat triwulanan dipisahkan
untuk daerah non terpencil (BOS-K9) dan daerah terpencil (BOS-
K9a), dibuat oleh Tim Manajemen BOS Provinsi ditandatangani
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan dikirimkan kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktur Jenderal Pendidikan

Dasar paling lambat minggu ke-2 bulan ke-2 setiap triwulan.
b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K10)

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah

sebagai berikut:

i. Hasil Penyerapan dan Penggunaan Dana BOS dengan

menggunakan Formulir BOS-K10.

ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan

penanganan, dan status penyelesaian.
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iii. Kegiatan lainnya, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan,

pengadaan, dan kegiatan lainnya.

Laporan ini harus diserahkan ke Tim Manajemen BOS Pusat.

c. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Laporan ini berisi tentang hasil monitoring, analisis, jumlah
responden, kesimpulan, saran, dan rekomendasi. Laporan
monitoring rutin dikirimkan ke Tim Manajemen BOS Pusat paling

lambat 45 hari setelah pelaksanaan monitoring.

4. Tingkat Pusat

a. Laporan Triwulanan (Formulir BOS-K11 dan BOS-K1 la)

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam laporan triwulanan adalah
laporan realisasi penyerapan dana BOS triwulanan yang diterima
dari Tim Manajemen BOS Provinsi menggunakan Formulir BOS-
K11 dan BOS-K1la. Sumber data penyusunan laporan ini adalah
Formulir BOS-K-9 dan BOS-K9 dari setiap provinsi. Laporan ni
harus dikirin oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
kepada Kementerian Keuangan paling lambat pada minggu ke 2
bulan ke-3 dari setiap triwulan sebagai bahan untuk penyaluran
dana triwulan berikutnya dari Kas Umum Negara ke Kas Umum
Daerah Provinsi, dan sebagai dasar pencairan dana cadangan,

apabila diperlukan.

b. Laporan Akhir Tahun (Formulir BOS-K12)

Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam laporan tersebut adalah

sebagai berikut:

i. Laporan penggunaan dana BOS hasil rekapitulasi dari laporan
Tim Manajemen BOS Provinsi dengan menggunakan Formulir

BOS-K12.

ii. Statistik Penerima Bantuan yang disusun berdasarkan data

yang diterima dari Tim Manajemen BOS Provinsi.
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1ii.

1v.

Hasil Monitoring dan Evaluasi yang berisi tentang jumlah
responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis,

kesimpulan, saran, dan rekomendasi.

Penanganan Pengaduan Masyarakatyang antara lain berisi
informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan
penanganan, dan status penyelesaian yang merupakan
rekapitulasi dari penanganan pengaduan yang dilakukan oleh

Tim Manajemen BOS Provinsi/Kab/Kota.

Kegiatan lainnya, seperti sosialisasi, pelatihan, pengadaan, dan

kegiatan lainnya.

Laporan akhir tahun harus diserahkan ke Menteri terkait pada

akhir bulan Januari tahun berikutnya.

B. Perpajakan

Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BOS diatur

sebagai penjelasan di bawah.

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS

untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada

kegiatan penerimaan peserta didik baru; kesiswaan; ulangan harian,

ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar peserta didik;

pembelian bahan-bahan habis pakai, seperti buku tulis, kapur tulis,

pensil dan bahan praktikum; pengembangan profesi guru; pembelian

bahan-bahan untuk perawatan/ perbaikan ringan gedung sekolah.

a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Negeri atas

penggunaan dana BOS sebagaimana tersebut di atas adalah:

i.

i1

Tidak perlu memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%!

Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilai
pembelian lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas

penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak oleh

'Peraturan Menteri Keuangan nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain pasal 3 butir (1)h.
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Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. Namun untuk
nilai pembelian ditambah PPN-nya jumlahnya tidak melebihi
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bukan merupakan
pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang terutang dipungut
dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku umumo. Pemungut PPN
dalam hal ini bendaharawan pemerintah tidak perlu memungut
PPN atas pembelian barang dan atau Jasa yang dilakukan oleh
bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)3.

b. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah bukan
negeri adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga
tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban
perpajakan bagi bendaharawan/ pengelola dana BOS pada Sekolah
Bukan Negeri yang terkait atas penggunaan dana BOS untuk

belanja barang sebagaimana tersebut di atas adalah:

i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena
tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22.

ii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha
Kena Pajak).

2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS
untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajarandan/atau

mengganti buku teks yang sudah rusak.

a. Bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri atas
penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks
pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak
adalah:

? Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1983 terakhir dengan Undang-undang nomor 42 tahun
2009 tentang Perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 8 tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan
PPnBM serta KMK/563/2003 tentang penunjukkan bendaharawan pemerintah untuk memnungut, menyetor,
dan melaporkan PPN dan PPnBM beserta tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporannya.

3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-382/P}/2002 tentang pedoman pelaksanaan pemungutan,
penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBm bagi pemungut PPN dan Pengusaha Kena Pajak Rekanan
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1. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan
buku-buku pelajaran agama, tidak perlu memungut PPh
Pasal 22 sebesar 1,5%!.

ii. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan

buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.

ii. Memungut dan menyetor PPN sebesar 10% untuk nilaj
pembelian lebih dari Rp I.OO0.0QO,- (satu juta rupiah) atas
penyerahan Barang Kena Pajak berupa buku-buku yang bukan
buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran
agama. Namun untuk nilai pembelian ditambah PPN-nya
Jjumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah, PPN yang
terutang dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak

Rekanan Pemerintah.

b. Bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan Neger;
adalah tidak termasuk bendaharawan pemerintah sehingga tidak
termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai Pemungut PPh
Pasal 22 dan atau PPN. Dengan demikian kewajiban perpajakan
bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada Sekolah Bukan
Negeri yang terkait dengan pembelian/penggandaan buku teks
pelajaran dan/atau mengganti buku teks yang sudah rusak
adalah:

i. Tidak mempunyai kewajiban memungut PPh Pasal 22, karena
tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut
PPh Pasal 22.

. Atas pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan

buku-buku pelajaran agama, PPN yang terutang dibebaskan.
iii. Membayar PPN yang dipungut oleh pihak penjual (Pengusaha
Kena Pajak) atas pembelian buku yang bukan buku-buku

pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama.

3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada
kegiatan penerimaan peserta didik baru, kesiswaan, pengembangan

profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran
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pada SMP Terbuka. Semua bendaharawan/penanggung jawab dana

BOS baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri:

a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus
dipotong PPh Pasal 21 dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh
sebesar 5% dari jumlah bruto honor.

b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut :

1. Golongan I dan Il dengan tarif 0% (nol persen).

ii. Golongan Il dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan
bruto.

iii. Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari

penghasilan bruto.

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS

dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan

honorer sekolah yang tidak dibiayai dari Pemerintah Pusat dan atau

Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai berikut:

a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT),
Tenaga Kependidikan Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk
jumlah sebulan sampai dengan Rp 2.025.000,- (dua juta dua
puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21.

b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan
menyetahunkan penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai

berikut:

i. Penghasilan sebulan XX
ii. Penghasilan netto setahun (x 12y XX
ii. DikurangiPTKP*) ...~~~ XX
iv. Penghasilan Kena Pajak XX
v. PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (umlah s.d. Rp 50 juta)
ASt XX
vi. PPhPasal 21 sebulan(:12) XX

*) Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), adalah:
Rp 24,3 juta
Rp 2,025 juta

i). Status sendiri

iii). Tambahan tanggungan keluarga, maksimal 3 orang @
Rp 2,025 juta



5. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS,
baik pada Sekolah Negeri, Sekolah Swasta, untuk membayar honor
kepada tenaga kerja lepas orang pribadi yang melaksanakan kegiatan
perawatan atau pemeliharaan sekolah harus memotong PPh Pasal 21

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan
sehari atau rata-rata penghasilan sehari belum melebihi Rp
200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

b. dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, dalam hal penghasilan sehari
atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah), dan jumlah sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan

dari penghasilan bruto.
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BAB VIII
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Pengawasan

Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan

fungsional, dan pengawasan masyarakat.

1. Pengawasan Melekatyang dilakukan oleh pimpinan masing-masing
instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program
BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan
Kabupaten/Kota kepada sekolah.

2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat  Jenderal
Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut
atau permintaan instansi yang akan diaudit, serta sesuai dengan

wilayah kewenangan masing-masing.

3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan
diaudit.

4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan

kewenangan.

5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan
program BOSoleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan
masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan
BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional

atau lembaga berwenang lainnya.
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B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan
negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh
aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan
pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti
berikut.

1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan
undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat,

mutasi kerja).

2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS
yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan

pendidikan atau ke kas daerah provinsi.

3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan,
penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau

terbukti melakukan penyimpangan dana BOS.

4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan
pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya
kepada provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran
tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh

keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
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BAB IX

PELAYANAN DAN PENANGANAN PEN GADUAN MASYARAKAT

Program yang baik akan memastikan bahwa setiap pertanyaan, usulan dan

keluhan mendapatkan respon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan

Pengaduan Masyarakat (P3M) dalam program BOS ditujukan untuk:

1.

Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat
diterima oleh pihak yang tepat;

Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap
pengaduan yang masuk;

Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara
jelas;

Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan dan

dapat diakses publik.

Media

Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara
langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah
media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasiterhadap
program baik yangbersifat masukan /saran, pertanyaan, maupun
keluhan, adalah:
1. Alamat web www.bos.kemdikbud.go.id
2. Telepon PIH : 177

SD  : 0-800-140-1276 (bebas pulsa) ; 021-5725632

SMP : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) ; 021-5725980

3. Faksimil : 021-5731070, 021-5725645, 021-5725635
4.  Email . bos@kemdikbud.go.id
5. SMS : 1771

Tugas dan Fungsi Layanan

Tim Manajemen BOS melaksanakan fungsi-fungsi untuk melakukan
tindak lanjut terhadap informasi/pengaduan yang diterima. Pembagian

tugas dan fungsi layanan pada program BOS adalah sebagai berikut.
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1. Tim Manajemen BOS Pusat

a.

b.

a.

b.

Menetapkan petugas Unit P3M;

Menerima dan mencatat semua informasi, termasuk hasil temuan
audit BPK/BPKP/Itjen ke dalam sistem pengaduan BOS di
lamanbos. kemdikbud. go.id/pengaduan;

- Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran /masukan;

- Memonitor progres penanganan pengaduan yang ada di provinsi

maupun kabupaten/kota;

. Menganalisa informasi sebagai bahan masukan bagi kebijakan

manajemen BOS;

Menyampaikan informasi kepada Inspektorat Jenderal dalam hal

diperlukan tindak lanjut;

. Membuat laporan perkembangan peénanganan pengaduan secara

regular sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan
tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang

merupakan rekapitulasi status Provinsi;

- Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda

menyampaikan status pengaduan untuk mendorong

penyelesaianyang melibatkan pihak-pihak terkait;

Menginformasikan status penanganan pengaduan BOS secara

berkala kepada Provinsi, Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;

. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum dan Kepegawaian -

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar terkait dengan publikasi

informasi.

Tim Manajemen BOS Provinsi

Menetapkan petugas Unit P3M;

Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan
pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui
telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam

sistem pengaduan BOS di laman bos. kemdikbud.go.id/ pengaduan,;
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- Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan

dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem

pengaduan online dan sms di laman BOS;

. Monitoring Kabupaten/Kota untuk memastikan tugas dan fungsi

layanan masyarakat dan pengaduan BOS dilaksanakan sesuai

petunjuk teknis yang ada;

- Berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota Jika diperlukan untuk

melakukan penanganan secara langsung dalam kasus-kasus yang

dianggap mendesak dan penting;

Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara regular
sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut
bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS yang merupakan

rekapitulasi status Kabupaten/Kota;

. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda

menyampaikan rekapitulasi status kemajuan dan hasil tindak
lanjut pengaduan yang dilakukan Kabupaten/Kota guna

mendorong penyelesaian yang diperlukan;

-Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Provinsi terkait dengan publikasi informasi.

Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota

a.

b.

Menetapkan petugas Unit P3M;

Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan
pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui
telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam

sistem pengaduan BOS di laman bos.kemdikbud.go.id/ pengaduan;

- Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan

dari masyarakat, termasuk yang disampaikan melalui sistem

pengaduan online dan sms di laman BOS;

. Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan

dan hasil penanganan pengaduan;

. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan

BOS secara online di laman BOS;
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f. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler
sesuai dengan periode laporan program BOS. Laporan tersebut

bersumber dari sistem pengaduan di laman BOS;

g. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala dengan agenda
menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan

untuk mendorong penyelesaiannya;

h. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Kabupaten/Kota terkait dengan publikasi

informasi.

62



BABX
LAPORAN KEUANGAN SEKOLAH
DAN LAPORAN PENGGUNAAN DANA SECARA ONLINE

Dalam rangka untuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana BOS,

sekolah wajib membuat laporan keuangan seperti yang telah dijjelaskan

dalam Bab VII. Untuk mempermudah sekolah dalam penyusunan dan

pelaporan penggunaan dana BOS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

telah mengembangkan sistem dan perangkat lunak yang dapat digunakan

oleh sekolah, yaitu:

1.

Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan dana BOS
di tingkat sekolah (Alpeka BOS); dan

Pelaporan Penggunaan Dana BOS secara online. Kedua perangkat lunak

ini ada dalam laman www.bos.kemdikbud.go.id.

Alpeka BOS - Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
Penggunaan Dana BOS di tingkat sekolah.

Aplikkasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tingkat
sekolah ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dengan Unites States Agency for International
Development (USAID/Indonesia). Aplikasi ini dapat digunakan secara

gratis oleh sekolah.

Aplikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana BOS tingkat
sekolah adalah aplikasi pada tingkat sekolah yang berguna untuk
mengelola dan membuat laporan keuangan sekolah, terutama laporan

penggunaan dana BOS.

Aplikasi ini sangat mudah digunakan dan disusun sesuai dengan Juknis
BOS. Dengan menggunakan aplikasi ini sekolah tidak perlu repot
menyusun laporan-laporan yang diwajibkan untuk laporkan oleh
sekolah. Sehingga dengan menggunakan aplikasi ini tidak ada alasan
lagi bagi sekolah untuk terlambat melaporkan penggunaan dana BOS

baik secara offline maupun secara online.
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Aplikasi ini dibuat dengan memperhatikan pengguna (user) yaitu para
bendahara di setiap sekolah, sehingga aplikasi ini dbuat sangat
sederhana, mudah digunakan dan mudah dipelajari. Aplikasi ini didisain

untuk dapat dipelajari secara mandiri.

Dengan alasan itu maka aplikasi ini sengaja di buat berbasis excel yang
dilengkapi dengan makro, karena pada umumnya semua sekolah sudah
biasa menggunakan excel dan hampir disemua komputer/laptop yang
ada di sekolah pasti ada aplikasi excel. Versi excel yang mendukung
aplikasi BOS ini adalah versi 2007 ke atas, dengan operating sistem

minimal window XP.

Secara lengkap dan jelas, panduan penggunaan aplikasi ini dapat

diunduh dari www.bos. kemdikbud.go.id.

. Pelaporan Penggunaan Dana BOS secara online.

Salah satu keluaran dari Alpeka BOS adalah Format BOS K-7A, yaitu
rekapitulasi penggunaan dana BOS berdasarkan 13 komponen.
Selanjutnya sekolah harus memasukkan informasi dari BOS-K7A
kedalam menu “Penggunaan Dana BOS’ yang ada dalam

www.bos.kemdikbud.go.id.

Secara umum, langkah-langkah penggunaan aplikasi pemasukan

laporan penggunaan dana BOS secara online sebagai berikut:
a. Masuk ke web www.bos.kemdikbud.go.id

b. Di layar ada kotak isian untuk login ke halaman isian laporan
penggunaan dana secara online. Mekanisme login pada tahun 2015
memanfaatkan Single Sign On (SSO) yang telah disinkronkan dengan
Sistem Dapodik. Dengan mekanisme ini, maka sekolah dapat login
dengan menggunakan login Dapodik yang berupa alamat email
sekolah dan password sebagaimana yang biasa digunakan oleh

sekolah untuk login ke dalam sistem Dapodik.

c. Setelah berhasil, maka pada layar komputer akan ditampilkan antar

muka pengisian laporan penggunaan dana BOS berdasarkan 13
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komponen. Dengan menekan tombol "Ubah", maka pengguna dapat

memasukkan data penggunaan dana BOS menurut 13 komponen.

d. Setelah selesai mengisi data tekan tombol "Simpan". Data tersebut

akan terekam di sistem pelaporan.

e. Untuk keluar dari menu pemasukan data tekanlah "Log out"

Jika terjadi masalah sekolah dapat bertanya berkonsultasi dengan Tim

Dapodik Kabupaten/Kota atau melalui email pelaporan. bos@gmail.com.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Lﬁ“/

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001 /Q
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FORMULIR ISIAN



Formulir BOS-01A

FORMULIR PESERTA DIDIK

1 IDENTITAS SEKOLAH

a8 Nama Sekolah

b NS CCLTTITTTIT ] ww [T ITTTT]

¢ Aiamat Sekolah : [
2 IDENTITAS PESERTA DIDIK
a Nama Lengkap : ] [ ]

Jenis kelamin

NISN

b
¢
¢ Nk (1]
R —— O e 1 e
f Agama U8 Rt i
g Rombel : } oo Tingkat :
h  Riwayat Pendidikan &Ius 1=siswa bary 2=pindahan/ 3=naik kelas/ 4=akselerasii 5=
[ Tahun ] L Nama Sekolah __]  [keas T swus
LT 177 [_Ll N N N O B A A LT T [T ] (epuus sekoimn |
i Riwayat Beasiswa
Jenis | [ Penyelenggara / Sumber ] [Tahunmuiai | [Tahun Selesai |
B LI I T T T T 1T 7] [ 1]
ZEDI_lli'lill[llfllilflfllffjL5?7L§:7
L N S A B v A
j  Catatan Prestasi

[ Taun ]

kK Wenttas Orang Tua/Wali
- Nama Ayah N O O I
Berkebutuhan Khusus : ED J*dafiar piditan sama devgan poit o
Pekerjaan S IRINE
24
Pendidikan IRE o

Penghasilan bulanan

El

1) Kurarig cise

llllllllllllllllllllflﬁ*aﬂuﬂaﬂ"m

- Nama lby L
Berkebutuhan Khusus : Dj )* daftar pitinen seme dengan poini o
Pekerjaan : D:j -
Pendidikan : ED f ORLIRRE Setegia 000 DTV RIS RS am nn e v
Penghasilan bulanan - D'ff.’»:mﬁx;:z L e
- Nama Wali LT | ﬁT_TTT*TTiTT‘]Tahun e [ T 1 T7
Pekerjaan : ED bk
Pendidikan T A e
Penghasianbulanan ~ : [ 4k s
I Jenis Tinggal o [ poemmna omg e 2 ke 4 ssrma 6 B LT T TTIT] L T 1177 T 1]
m Mamtorpatiggal - [ I T T T T T I I T T T T TTITTT] L [T T T T TTT1TTT1]
LI T T T T T I T T T T TITT1] R mw [T
Kewahan/Desa [ T T T T T T I T T T 1T 1T 1T [ 1]  eepos[ [ T T 1)
Kecamatan iLlllllllllllIlllllllllllllll!lj
KabupakenKota L LTI T T T T T T T T T I T 1] | T T T T 1T [T 1]
Provinsi ¢I_LllTIllllllllllllll]Illﬁ
n  Tinggi Badan : m cm Berat :
0 Berkebutuhan Khusus : ED it D Fomibe Lo v

p NoTokponrumanr - [T m Li; T | [T T wow (T [T TT]

q Jarak empat inggal ke sekolah s LT T st s

arg dart txm

r Alattransportasi ke sekolah : [:_D 13 Jalar Kk G O e 2
73 Andonge Banc¥ Sedod Dok e it f
s Email pibadi rLlIIIIllllIllllllllllllllllllﬁ
t Jumigh saudarakandung : [ ]
U NoSKHUN $D L A TR
v Apakah sebagai penerima PKH : [(Inva 2 Tida NePRH | T T T T T T T 11 I [201
Responden, ... T T

Yang berianda tangan Orang Tua/Wali atau Siswa
bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang ercantum.



PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR PESERTA DIDIK (F-PD)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

* Pedoman Umum

1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi
data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom Isian berwarna
gelap (abu-abu) merupakan variabel tambahan di tahun 2013 yang perlu
dilengkapi.

2. Formulir Peserta Didik (F-PD) diisi oleh masing-masing orang tua peserta didik
dan dibubuhkan tandatangani orang tua peserta didik sebagai bukti
keabsahan data. Kebenaran isi data merupakan tanggungjawab orang tua
Peserta didik.

3. Formulir yang terisi dikumpulkan di sekolah untuk selanjutnya di verifikasi

kebenaran datanya oleh pithak sekolah dan di entry ke dalam aplikasi
pendataan pendidikan dasar.

“* Pedoman Khusus

Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PD dengan format tanggal (2
digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit).

1. Identitas Sekolah

a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah.

b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari
dinas kab/kota, NPSN diisi sesuaij dengan nomor yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

. Alamat sekolah cukup jelas

2. Identitas Peserta Didik

a. Nama lengkap diisi sesuai dengan nama yang terdaftar di sekolah tanpa
disingkat.

b. Jenis kelamin diisi dengan pilihan 1 untuk laki-laki atau 2 untuk
perempuan.



NISN (Nomor Induk Peserta didik Nasional) diisi bagi yang memiliki, NIS
(Nomor Induk Peserta didik) diisi sesuai nomor induk pemberian sekolah.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai nomor yang diberikan di
dalam kartu keluarga (KK).

Tempat, Tanggal lahir cukup jelas.
Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99.

Rombel (rombongan belajar) diisi sesuai dengan penaman yang diberikan

oleh sekolah contoh: 7a, 1b.

Catatan :

1. Kelas 1, 2, 3, 4, S, 6 untuk jenjang SD, serta kelas 7, 8, 9 untuk
jenjang SMP.

ii. Tingkat diisikan dengan nomor bukan angka romawi. Contoh: 6, 7, 8.

Riwayat pendidikan diisikan asal sekolah SD. Isian ini hanya untuk kelas
7 SMP.

Riwayat beasiswa diisi maksimal 3 beasiswa terakhir yang diperoleh
peserta didik.

1. Jenis diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04 atau 99.

li. Penyelenggara/Sumber cukup jelas.

iii. Tahun mulai diisi sesuai dengan tahun diberikannya beasiswa.

iv. Tahun selesai diisi sesuai dengan berakhirnya pemberian beasiswa.

Catatan prestasi diisi maksimal 3 prestasi terakhir.

1. Tahun cukup jelas.

ii. Lomba cukup jelas.

ili. Juara ke diisi dengan nomor hanya untuk juara 1, 2 atau 3.
iv. Tingkat diisikan sesuai tingkat tertinggi yang pernah dicapai.
v. Jenis diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9.

Nama ayah, ibu, wali dan tahun lahir cukup jelas.

i. Berkebutuhan khusus diisikan jika memiliki kebutuhan khusus
sesuai pilihan di butir o.

ii. Pekerjaan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12 atau 99.

lii. Pendidikan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10 atau 11.

iv. Penghasilan bulanan ayah, ibu, wali diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.

Jenis tempat tinggal diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9. Jika memilih 9
(lainnya) maka sebutkan.



. Alamat tempat tinggal cukup jelas.
Tinggi dan berat badan cukup jelas.

Berkebutuhan khusus diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 atau 21.

No telepon rumah diisi dengan kode wilayah terlebih dulu dan diikuti
nomor telepon, No HP (handphone) cukup jelas.

Jarak tempat tinggal ke sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2. Jika memilih
2, maka sebutkan jarak dalam satuan KM dengan 2 angka desimal di
belakang koma.

Alat transportasi ke sekolah diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08 atau 99.

Email pribadi cukup jelas.
Jumlah saudara kandung cukup jelas.

Nomor SKHUN adalah SKH Ujian Nasional pada saat ujian UN di SD,
diisikan hanya bagi peserta didik kelas 9 SMP.

PKH adalah Program Keluarga Harapan, diisikan bagi keluarga yang
mengikuti program tersebut yang diselenggarakan oleh Kementerian
Sosial.



Formulir BOS-01B

FORMULIR SEKOLAH
KABUPATENIKOTA - e [ Fsex ]
PROVINSI : T e e e e e e
Tanggal Y L1 ]
1 IDENTITAS SEKOLAH
a Nama Sekolah LI L T T I T T T T T T T I T T T T I T T T T T IITI T 1T]
b NSS LLT T T TTTTTTT) wsw T T 11111
¢ Jenis Sekolah [T Jossm apswer amoi oo oms o 07) Paket A: 08) Paket B; 09) TKLB: 10) SLB: 11)SMALB; 12)SILN

d

© 53 3 — =

€ < c -

Jika SLB / SDLB/SMPLB jenis kebutuhan khusus yang di layani 0OA OB OC @Oc Ob [O0 O @OF [O6 OH
Alamat Sekolah T D I I B L ]
OesaKebrahan [ [ [ [ T T T T [ T T T T T T [T [T L1 ] Kedepos
Kecamatan [ [ [ T [ T T T T T T T [ 1] l [ T T T I T TTTTITTIT1TT)

Kategori Wilayah ‘ [ Daarab TemencitTerbelaiang [ Zaerals Parbatasan Negar [ Gasrat Tranpmocasy O i S
("sesuai SK Bupatifwalikota) [ Daerah adat terpencit [ Daerah Bencana Alam [0 Daerah Bencana Sosial [ Daerah Darurat Lainnya
Posisi Geografis LT CT T TT 1] ae CT T 7. Longitude
No Telpon LIITWLIIIIIIW nora [T [ T L1 LTI 11}
Akses Intemet L] o vioon s i sormn e LT T T T T T T T )
Alamat email ulllllllllllllllllll!lllllllll
Website http:// ulllllllllllllllllllllllllllTﬂ
Status Sekolah (] noeges 2 swass
Apakah menyelenggarakan pendrdnkan |nklu5|7 [:] T TR Apakah menyelenggarakan pendidikan CiBI? Df ERARE 0%
Status Kepemilikan I R T T v ;
SK / zin Pendirian Sekolah No. [ I [ T[] [ ] 1 I N O O I
Tanggal ] IR |
SK lzin Operasional R A N I O A A A A O
Tegd [ /[T ]/ L1
Akreditasi D A a8 S 9) Belum Terakreditasi
SK Akreditasi Terakhir No LI I T T I TTTTTI T I I T I T II I I TIITITITITT]
Tanggal LJj/LIT/LI [ 7]
Status Mutu Fhg R g
Sertifikasi 1SO f
Waktu Penyelenggaraan
Gugus Sekolah
Kategori Sekolah Gt
Jika SMP terbuka berapa jumlah TKB yang di mifki [:]
Nomor Rekening Bank N [T T T TTTTTTTTITTT )
Nama Bank N A O I A A O N M A
Cabang / KCP / Unt LI T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T I T T ITIT1]
Rekening Atas Nama LI LT T T T T T T T T T T T I T I T I T T T T I T I I
Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Mana;emen Berbasis Sekolah (MBS)7 [:] oy BN
Kurkulum yang di gunakan [ s szt e G s [ LT T T T T T T T
* Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/Pen yelengggara
Nama Yeyasan D Y A A A O R B O
Nama Pimpinan Yayasen LI T T T T TP T T T T T I L I T T I 1Tl T
Alamat Yayasan LL L I T T I T T T T T T T I T T T T T T T T I T ITIT1]
(LTI T T I I I TITTIITTIT] -
Desaieuwaton | | T T [ T T T TTTTTTT [ [T T[] keseros| [T 1 ]
Keamaen | | [ [ [ T T T T T T T T I IT T ITITITTITITIITITIT]
Kawpsenkow [ | | [ [T T T T T T T T T [ [ 1T I ITIT I TITIIIITLTTT1]
P | I I LT I T T T T T T I I I I I I T TIIIITITIITIT]
Akte Pendirian Voo LT T IT T T I T T T T [ T I T I I T T T T
Tangged [ [ [ [ )/ [T 117
Kelompok yayasan D:] S MR S
(N O Y B O B O R R A
Sumber Listrik ]+
Daya D i
Sumber air D 4

Apakah sekolah menyelenggarakan e-Learning :
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Kolom (3) Nama Ruangan, (4) Kode Prasarana (7), (8], (9). (10). (11) Kondisi mohon lihat panduan

3 ROMBONGAN BELAJAR

BB B NVN R BRINN BB D[ 5= DR 2is| oo vie nialwho <[z S

Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table dialas, lihat panduan untuk lebih jelasnya



4 SARANA

:Kode Sarana | Jumlia : i Keterangan
) 3) (4) Baik Rusak Ringan | Rusak Sedang Rusak Berat Rusak total

o

L IRNTE. SEO LG PRI PN e b 4

o
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rs
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w
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Kolom (2) diisi sesuai kode petunjuk pada panduan, Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada lable dialas, linal panduan untuk lebih jelasnya

5 BANTUAN/BLOCK GRANT/SUBSIDI DAN BEASISWA

- Dana Pendamping [ "~ .. Peruntukan Dana
] )

Rl

T
=l

O~ s{wirn]—

o

Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca
Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili.
Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.

Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah




PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR SEKOLAH (F-SEK)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

< Pedoman Umum

1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi
data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom isian berwarna
gelap (abu-abu) merupakan variabel tambahan, diisi dengan menggunakan
ballpoint dan huruf kapital dan mudah dibaca.

2. Formulir Sekolah (F-SEK) diisi oleh pihak sekolah dalam hal ini diwakili oleh
Kepala Sekolah.

3. Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap kebenaran isian formulir sekolah
dan selanjutnya membubuhkan tanda tangan serta cap/stempel sekolah.

% Pedoman Khusus

* Kabupaten/Kota ditulis lengkap dengan menggunakan huruf kapital (besar).

¢ Provinsi ditulis secara lengkap (bukan singkatan) dengan menggunakan huruf
kapital (besar).

» Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-SEK dengan format tanggal (2
digit)/bulan (2 digit)/tahun (4 digit).

1. Identitas Sekolah

a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah dan perubahan
nama sesuai dengan nomenklatur terbaru yang sudah resmi.

b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari
dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pastikan NPSN ini valid,
periksa validasi NPSN di PDSP.

c. Jenis sekolah diisi dengan pilihan 01, 02, 03 atau 04 (tambahan : SLB,
paket A, B, TKLB, SMLB, SILN, MI, MTs).

d. Alamat sekolah cukup jelas.
i. Kategori wilayah diisi dengan pilihan 1, 2, 3 atau 9. Diisikan sesuai
dengan SK bupati/walikota (tanyakan ke dinas setempat).
1i. Posisi geografis disi dengan latitude dan longitude yang didapat dari
GPS atau pendekatan melalui peta. Sebagai contoh: -6,225092 latitude
106,801863 longitude. angka di belakang koma minimal 3 digit.



No telpon dan faximili diisi dengan kode wilayah terlebih dulu dan diikutj
no telp dan faximilinya.

Akses internet diisi sesuai dengan pilihan 01, 02 atau 99. Jika memilih 99
(lainnya) sebutkan akses internet yang dipakai, contoh indosat m?2.

i. Alamat email cukup jelas.

ii. Website cukup jelas.

Status sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2.

Inklusi diisikan dengan angka 1 atau 2 dan CIBI (Cerdas Istimewa Bakat
Istimewa) diisikan 1 untuk Ya, 2 untuk Tidak.

Status kepemilikan diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 9.

i.  SK/izin pendirian sekolah diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit)
bulan (2 digit) dan tahun (4 digit). .

ii. SK/izin operasional sekolah diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2
digit) bulan (2 digit) dan tahun (4 digit).

Akreditasi diisi sesuai dengan pilihan 1, 2, 3, 4 atau 5.
SK akreditasi sekolah diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit) bulan
(2 digit) dan tahun (4 digit).

Status mutu diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 6.
Sertifikasi ISO diiskan sesuai pilihan 1, 2, 8 atau 9.

. Waktu penyelenggaraan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.
Gugus sekolah diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.

Kategori sekolah diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4 atau S, jika SMP terbuka
isikan berapa jumlah TKB yang diselenggarakan .

Nomor rekening bank diisi tanpa menggunakan spasi, titik, tanda hubung

atau koma.

i. Nama bank boleh disingkat sesuai dengan standar singkatan Bank
(BCA, BNI, BRI, dll).

ii. Rekening atas nama sekolah atau yang biasa digunakan sebagai
rekening BOS.Jika tidak menerima, isi dengan rekening sekolah yang
biasa digunakan sebagai transaksi kegiatan operasional di sekolah.

lii. KCP/Unit diisi sesuai dengan lokasi bank yang berada di buku
tabungan.

MBS diisi sesuai pilihan 1 atau 2.

Cukup jelas.



Nama yayasan diisi dengan lengkap sesuai dengan akta pendirian atau
akta perubahan yang terakhir.

1. Nama pimpinan yayasan cukup jelas.

1. Alamat yayasan cukup jelas.

iii. Akte pendirian diisi secara lengkap: nomor, tanggal (2 digit) bulan

digit) dan tahun (4 digit).

iv. Kelompok yayasan diisi sesuai dengan pilihan,

Jjika memili

(lainnya) sebutkan kelompok yayasan penyelenggara.

Sumber listrik diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5 atau 9.

Daya diisi sesuai pilihan 1, 2, 3 atau 4.

Sumber air adalah air yang biasa digunakan untuk keperluan operasional

sekolah sehari-hari diisi dengan angka 1, 2, 3,4,5,6, 7, atau 9.

(2

h 99

w. E-learning atau kegiatan belajar mengajar di sekolah berbasiskan internet.

2. Ruangan

Seluruh ruangan yang dimilki oleh sekolah harus dimasukkan ke dalam tabel

ruangan.
Contoh pengisian:
'No K°"f’"i e . {Kepemilika
| Skl e , Atap | Dinding | Kusen-] Pondasi ] Lantai: |
7] 7] &) “) 5] (6 7] 8) ) (10) (1) (12)
| 1 [RK-1 Ruang Teori/ Kelas 1 7 o 0 1 0 O|Milik
2 {RK-2 Ruang Teori/ Kelas 1 6 8 1 0 o o] 2|Bukan
3 jLab KomputeqLaboratorium Komputer 8 10 9 0 1 2 0 OfMilik
4 [LabiPA Laboratorium IPA 2 11 12 o} 3 0 1 O(Milik
a. Kolom (2) kode ruang (pemberian sekolah) diisi sesuai dengan pemberian

kode ruangan di sekolah masing-masing.

Kolom (3) Nama Ruangan dan Kolom (

dengan tabel referensi di bawah ini:

4) kode prasarana diisi sesuai .

Kode Kode Kode
Nama Ruangan Pra- Nama Ruangan Pra- Nama Ruangan Pra-
Sarana Sarana Sarana
Ruang Teori/Kelas 1 Ruang Praktik Kerja 15 Kamar MandiWC Siswa Perempuan 29
Laboraborium IPA 2] 'Bengkel 16 'Gudang 30
Laboratorium Kimia 3 Ruang Diesel 17 Ruang !badah 31
Laboratorium Fisika 4 Ruang Pameran 18 Rumah Dinas Kepala Sekolah 32
Laboratorium Biologi 5 Ruang Gambar 19 Rumah Dinas Guru 33
Laboratrium Bahasa 6 KoperasiToko 20 Rumah Penjaga Sekolah 34 ‘
Laboraborium IPS 7 |[Ruang BP/EK 21 |Isanggar MGMP 3B
Laborabrium Komputer 8 Ruang Kepala Sekolah 2| Sanggar PKG 3%
Laboratorium Mulimedia 9 Ruang Guru 23 Asrama Siswa |37
Ruang Perpustakaan 10 _Ruang TU 24 U_git E‘roduksi ) 38 '
Ruang Perpustakaan Mutimedia | 11| |Ruang OSIS 25 | |Ruang Mulimedia 39
Ruang Keterampilan 12 Kamar MandiéWC Guru Laki-laki 26 Ruang Pusal Belajar Guru 40
Ruang Serba Guna/Auta 13 Kamar MandvWC Guru Perempuan 27 Ruang Olahraga '4:1‘ ]
Ruang UKS 14 Kamar MandiYWC Siswa Laki-laki 28 Lainnya 99




Kolom (5) Panjang ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan
meter (m).

Kolom (6) Lebar ruangan diisi sesuai panjang ruangan dalam satuan meter
(m).

Kolom kondisi untuk butir (7) atap, (8) dinding, (9) kusen dan (11) lantai
diisi dengan kode sesuai tabel referensi di bawah ini:

Kode Kondisi
0 |Tidak Ada yang Rusak

Deskripsi
baik

1 |Kerusakan < 30% rusak ringan

2 |Kerusakan 30% - 45% rusak sedang

3 |Kerusakan 46% - 65% rusak berat

4  |Kerusakan > 65% rusak total

9  |Komponen Bangunan Tidak Ada tdakada

f.

Kolom (10) kondisi untuk poin pondasi diisi dengan kode sesuai tabel
referensi di bawah ini:

Kode Kondisi Deskripsi
0 [Tidak Ada yang Rusak baik
1 [Kerusakan < 5% rusak ringan
2 |Kerusakan 5% - 10% rusak sedang
3 |Kerusakan 11% - 15% rusak berat
4 [Kerusakan > 15% rusak total

3. Rombongan Belajar (Rombel)

Contoh pengisian:

a?,@e~:ru

M1 @ 3) ) 5 (6)
1 VIl Vill-a RK-1 2365932654 125840 Dwi Riy anto
2T Vi VD RK 2 5698754602130985 |~ Muhammad Adjie Susio Nugrono

a. Kolom (2) tingkat diisi sesuai dengan tingkat kelas. Contoh: 1, 2, 3.

b. Kolom (3) nama rombel diisi sesual dengan penamaan dari sekolah

masing-masing. Contoh : 2-1. 3a, IX/d, dan lain-lain.

c. Kolom (

4) ruang kelas diisi sesuai dengan kolom kode pada tabel ruangan.

d. Kolom (5) NUPTK wali kelas dan Kolom (6) nama wali kelas cukup jelas.

4. Sarana

a. Kolom (2) tingkat diisi sesuai kode sarana di bawah.




Kode Nama (ltem) Kode Nama (Item) Kode Nama (ftem)
1|Meja Siswa 56|Buku Pegangan Siswa Tata Negara 111} Alal Peraga Bimbingan dan Peny uiuhan
2|Kursi Siswa 57]Buku Pegangan Siswa Anropologi 112)Alat Peraga Muatan Loka
3|Meja Guu 58| Buku Pegangan Siswa Teknologi Infrmasi K omunikasi 113|Atal Peraga Kergjinan Tengan dan K esenian
4|Kursi Guru 59{Buku Pegangan Sisw a Pendidikan Seni 114 Alal Peraga Kompelensi K eahlian Kgjuruan
5|Maja TU T 60(Buku Pegangan SiswaBanasaAsing Lan | | 115|AlaPraksk PPKn
6/Kusi TU 61|Buku Pegangan Siswa Bimbingan dan Peny uuhan 116]Ala Prakiik Pendidikan Agama
7|Papan Tuis 62{Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal 117| Atal Prakik Bahasa dan S asta Indonesia
8}Lemari / Filing C abinel 63{Buku Pegangan Siswa Kerajinan Tengan dan K esenian 118]Alat Praksk Bahasa Inggris
9{ K ompuler TU 64Buku Pegangan Siswa Kompelensi Keahlian Kejuruan 119} Alat Prakik Sejarah N asional oa~1 Umum
10| Printer TU 651 Buku Penunjang PPKn 120 Alat Praktik Pendidikan Jasmani
11|Mesin Ketk 66 Buku Penunjang Pendidikan Agama 121 Alat Praktk M ematka
12[Folo Copy 67]Buku Penunjang Bahasa dan Sasra Indonesia 122[Alal Praktik IPA
13| Komputer 68[Buku Penunjang Bahasa Inggris 123]Alat Prakik Fisika
14} Prinier 69|Buku Penunjang Sejarah N asional dan Umum 124} Alal Prakiik Bidogr
15{Buku Pegangan Guru PPKn 70| Buku Penunjang Pendidikan Jasman 125|Alat Prawtk Kimia
16|Buku Pegangan Gusu Pendidikan Agama 71|Buku Penunjang M alematka 126|Alat Praktk IPS
17{Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sasta Indonesia 72|Buku Penunjang IPA 127 | Aldl Prakiik Ekonomi
18| Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris 73| Buku Penunjang Fisika 128 Alat Praktik Sosiologi
19} Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum 74]Buku Penunjang Bidlogi 129)Alat Prakik Geogral
20| Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani 75|Buku Penunang Kimia T 190| mial Prakik Sejaren Budaya
21} Buku Pegangan Guru M alematka 76|Buku Penunjang IPS 13t Alat Praktik Tata Negara
22|Buku Pegangan Guru IPA 77|Buku Penunjang Ekonomi 132{ Alal Prak ik An¥opolog
23|Buku Pegangan Guru Fisika 78|Buku Penunjang Sasiologi 133| Alat Prakik Teknologi Informasi K omurikasi
24]Buku Pegangan Guru Biologi 79(Buku Penunjang Geograh | | 134 Al Praxik Perdidinan Se
25| Buku Pegangan Guru Kimia 80| Buku Penunjang Sejarah Buday a 135]Aial Prakik Bahasa Asing Lain
|Buku Pegangan Guru 1PS 81]Buku Penunjang Tata Negara 136|Alat Prakék Bimbingan dan Peny uiuhan
27{Buku Pagangan Guru Ekonomi 82| Buku Penunjang Ankopolog 137]Alal Prakik Muatan Loka
28| Buku Pegangan Guru Sosiologi 83| Buku Penunjang Teknologi Informasi K omunik asi 138/ Alal Praktk Kerajinan Tengan dan K esenian
29| Buku Pegangan Guru Geograk 84|Buku Penurjang Pendidkan Seni 129| Alat Prakik Kompelensi Keahiian Kejuruan
0| Buku Pegangan Guru Sejarah Buday a 85{Buku Penunjang Bahasa Asing Lain 140 Alal Pendidikan Mulimedia PPKn
31(Buku Pegangan Guru Tala Negara 86| Buku Penunjang Bimbingan dan Peny uiuhan 141| Alal Pendidikan Mulimedia Pendidk an Agama
32{Buku Pegangan Guru Anropologi 87|Buku Penunjang Muatan Lokal 142| Alat Pendidikan Multimedia Bahasa dan Sasta Iukx{evsw
33|Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi K omunik asi 88Buku Penunjang Keraginan Tengan dan K esenian 143 Alal Pendickk an Mutbmedia B ahasa lnggns
34! Buky Pegangan Guru Pendidikan Seni 89 Buku Penunjang Kompeiensi K eahlian K gjuruan 1441 Alat Pendidikan Mulimedia Sejarah Nasional dan Umum
35|Buku Pegangan Guru Bahasa Asing Lain 90]Alat Peraga PPKn 145)Alal Pendidkan Mulimedia Pendidkan Jasmani
36|Buku Pegangan Guru Bimbingan dan Peny Wuhan 91| Alat Peraga Pendidikan Agama 146{Alal Pendidkan Multmedia Malematika
37 Buku Pegangan Guru Mualan Lokal 92[Alat Peraga Bahasa dan Sas¥a Indonesia 147 Alat Pendidikan Mulmedia IPA
38| Buku Pegangan Guru Kerajinan Tengan dan K esenian 93| Alat Peraga Banasa Inggris " 148 Alat Pencidikan Mulimedia Fiska ’
3 Buku Pegangan Guru Kompelensi Keahlian K ejuruan 94| Atat Peraga Separah Nasional dan U;nm ) 149] Alal Pendidikan Multimedia Biolog:
401Buku Pegangan Siswa PPKn 95| Alat Peraga Pendidikan Jasmani 150| Alal Pendidikan Mulimedia K imia
41|Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama 9| Alat Peraga Maemaika ' T vet|mat Perdiakan Munmeda (PS
421Bukus Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia _9% ;\IAaAEef;g;awleM - D 152| Alat F’mokm Mulmedia Ekonomt
43| Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris 98 Alat Peraga Fisika 153} Alat Pendidikan Muln‘meda Sosiologi
44{Buku Pegangan Siswa Sejarsh Nasiona dan Umum 99| Alal Peraga Bidlogi 154| Alat Pondidikan Mutimedia Geograf
45|Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani 100] Alat Peraga Kimia 155|Alat Pendidikan Mulimedia Sejarah Buday a
46| Buku Pegangan Siswa Malemalka 101| Alat Peraga IPS 156 Alal Pendidikan Mutimedia Tata Negara
47|Buku Pegangan Siswa IPA 102} Alal Peraga Ekonomi 157 | Alal Pendidikan Mulimedia Antopologi
48| Buku Pegangan Siswa Fisika 103| Alat Peraga Sosiciogi 158 Alat Pendidikan Mulimedia Teknologi nlormasi Komunikasi
48)Buku Pegangan Siswa Biologi 104{ Alat Peraga Geogral 159] Alal Pendidikan Mulimedia Pendidikan Seni
50{Buku Pegangan Siswa Kimia 105| Alat Peraga Sejarah Buday a TH 160] Ater Pendicikan Muismedia Bahasa Asing Lan
51|Buku Pegangan Siswa IPS - WTO'G‘ Alé ;er;g.‘ahYala Negara i 161 Ala Pendidikan Multimeaa Bimbingan dan Peny ulunan
52)Buku Pegangan Siswa Ekonomi 107] Alat Peraga Ankopalogi 162|Alat Pendidikan Mulimedia Muatan Lokal
53{Buku Pegangan Siswa Sosiologi 108] Alat Peraga Teknologi Informasi Komunikasi 163{ Alal Pendidkan Mulimeda K erainan Tengan dan Kesenian
54]Btl<u Pegangan Siswa Geograh 109| Alat Peraga Pendidikan Seni 164| Atal Pendidikan Mulimedia K ompelensi K eahlian K ejuruan »
55| Buku Pegangan Siswa Sejaah Budaya 110|Atat Peraga Bahasa Asing Lain | weltanya T T

b. Kolom (3) Jumlah cukup jelas.

c. Kolom (4) Penempatan ruang diisi sesuai dengan isian kolom kode pada
tabel ruangan.

d. Kolom (5) Keterangan cukup jelas.
5. Bantuan/Blockgrant/Subsidi dan Beasiswa

Cukup jelas




FORMULIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Formulir BOS-01C

LI/ I/ 1)

IDENTITAS SEKOLAH

Tanggal:
1

@ Nama Sekolah / Nama Instansi ) |

b Nss)' [ TT NPSN)'

C Alamat Sekolah )’ ;LllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIT
a Nama Lengkap l ]

LT T
[

b Jenis kelamin 13 Lokidnid £ Ve

¢ fazah Terakhir LT Jessmse DR oD < o Tahun T 1
d Gelar Akademik dopn [ T T T T T ] vemos [ [ [T T 1] [ ]
e NIY/NIGK LT T T TT [ T T T T T 17 [ ]
f NUPTK CLTTTT [ [ T T TT17] _
9 Tempat, Tgl Lahir LT T T [T T T TTTTT1] C T 1y
h NIK LT T LT T T T 17
| Agama I:]:J s e e ;
i Stats Kawin J s Jumlah Anak .13
K Nama by Kandung l__[][!ll]l]lf]llll|]lllll[lll]]]
| Alamatlempat inggal
Alamat Rumah L I ] ] I l
(Sesuai KTP) T T T1TT
Kewrahan/Desa [ [ [ T T ]
Kecaman [ [ | ] [ |
Kobupaenkom [~ | | [ ] ]
Provinsi I_L [ 1 [ ]
No Telpon Rumah LI TT1T1-C
Email ) wagp disidanvalid [ | |

m  Statss Kepegawaian

Diangkat oleh
No. SK Pengangkatan
TMT Pengangkatan

Sumber Gaji DAPBN - DIAPBD Frovns: 35 APBD Kavkots 5 Komitte Sexoat 5 vayasa 9 Ly
No-K K8 A A A O
T™MT KGB / / ) Torritang Whiai Tanggal G2 feongikon G bk af) torx st
n  Staws Akiif : HAkEE 2 Cull 2 Culi Ditaar Tangqungan Negms 4 Tirgas Bely
Jika 2) 3) 4) TamggalMuai [ 1T ][ 1 1]
Jika 5)6) 7} 8) Tertanggal C11 - CTT 11
Jika 99) Tanggatwatn [ | ][] ] CT 11
0 Jabatan

1. TMT di Sekolah ini
2.3} Jabatan/ Tugas Pokok

2.b) Tugas Tambahan

¥ #i5p
3. TMT Jabatan C1 / (tanggaVboulanfahun)
4. Sertifikasi Jabatan [ wseer 2w i o
Jika sudah, isikan tahun serifikasi D:D:] Nomor Sertifkat [ T T T T T 1T T11] [T 1

[

4} Gune s

NRG
5. Jabatan Fungsional D
P Jika Anda PNS isilah butir berikut

LI I T TTTT 1717

NGuns Pertama © 23 G Muda - b Guns adya -

1.NP N ) A O O
2 TWT PN L/ LT
3. Pangkat/Golongan ED L R N )
4. TMT Golongan I I O R R R A T
5. Gaj Pokok LT T TTTT7 cetammpian conteh  [2]5]0fcJoJo]o0]
q  Jika Anda Non PNS isiiah butir berikat
Status Inpassing [ sudah - [J Belum
jika sudah inpassing, kesetaraan golongan U Jeoon 124 2¢ 0
TMT inpassing D:] / [:D ! Dj:]:} (tanggal/bulan/tahun)
Angka Kredit Inpassing Djjj R ED

[ Jika Jabatan Avda Gury dan Sudah Barsertifikasi, isitah hustie batikat

Isikan Kode Serifikasi Bidang Studi CT T

Jika Jabatan Anda Teknisi Laboratorium atau Laboran dan menyiliki program keahlian

D:E ) fsdats kod angha s,

i gh I Betiin an LT oo

o

Kode program keahlian
t Jika Jabatan Anda Kepala Sekolan
Lisensi Kepala Sekolah

Katermngmn 32

s dengan tanda SHang (X3 oms dapat St lebh dan vt



3 MENGAJAR PADA SEKOLAH INI

No. Rombel ‘:°d°_M"3 J";";':“af:r'" No. Rombel ':°d°_"'a‘a J;";'::;:r’“
1 2
2 5
3 6
4 AJAR D OLA BAGA PENDIDIKAN SAA PENDID R
No. NPSN dan Nama Sekolah Sm:ih Ro™ | Status dan TMT :f;;’fam': g;:;::f";

! D Janl1 Jarrl\
2 D Jarrll Janl1
3 - D B l ] -

Jam Jam
4 N [
D Jam Jam
keterangan Kolom Sekolah Induk hanya boleh dipilih salah saty dengan tanda silang (X): Kolom Rombet diisikan sesuai dengan rombel yang dimiiiki sekolah 1sh
Conpi VA 1-1, &1, kolom Status dan TMT, status pada baris perlama disikan pilinan angka: 1) PNS  2) PNS Diperbantukan 3} PNS Depag 4) GTY:PTY

5 GTTPTT Froving! 81 STTPTT KabiKola 7 G 53!

5 T pada hang Ked S E N R ST o

olom Kode Mata Pelajaran 1 atau 2 pada baris periama diisikan kode pada pedoman pengisian dan Jam pada baris kedua yaitu Jumiah jam mengajar
5 RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No. Satuan Pendidikan Fakultas | Jurusan/Prodi | Kpd | Jenjang Tahun
Formal Masuk Lulus

Smstr IPK

DO B W [N |-
000|000

ket: pndidikan formal dari yang terendah ke ringgi: Satuan Pendidikan Formal dimulai jenjang SD; Kpd isi dengan tanda silang (X) fka jurusan kependidikan
PENDIDIKAN YANG SEDANG DI TEMPUH (JIKA SEKARANG MASIH KULIAH)

Satuan Pendidikan . Tahun Statsk
No. Formal Fakultas | Jurusan/Prodi | Kpd | Jenjang TP lian [Smstr|  IPK
1 0O O
2 0 ]

gan: Pendidikan yang sedang ditempub diisi jika masih status kuliah akiit

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

- . . . . Tahun
No. Lembaga Pendidikan/Instansi Bidang Studi Tingkat Masuk Colus

keterangan: Contoh pendidikan non formal . kursus

RIWAYAT MENGAJAR SEBELUMNYA
No NPSN Sekolah Nama Sekolah Masa Tugas Kode Mata | Jumlah

Dari Tahun | Sampai | Pelajaran | Jam

wro|—

2 -
keterangan: Kode Mala pefajaran lihat pedoman pengisian

RIWAVYAT D R A A 0 -

No Nama Instansi Dar I:;sa Tuga: a. Pekerjaan/Jabatan ansr::;fjk

1 )

2 a

3 O

4 0
0 RIWAYA PA ATA

Tanggal SK Goliru| masa kerja golongan

No No SK Tgl bulaa tahun ang (berapj: fahun)g

1

2

3

4

5




1" RIWAYAT GAJI BERKALA
Tanggal SK TMT KGB Masa Kerja
N No SK
° S Tgl |bulan|{ tahun Tgl |bulan| tahun (tahun)
1
2
3
4
a NamaSwamitsti : | [ [ [ [T T T T TTTTTTTTT]] HEEEEREEN
Pekerjaan ] tnovens 2evs NP [ 1111 I TTTTITTTI]
b. Anak
Nama NiSN itf‘;is Tempat lahir Tangga! Lahir seniang Tagi:x::u"
/ /
/ /
/ /
keferangan: Dafar anak diist hanya untuk yang masih dalam usia §ekolah, kolom stafus anak isikan dengan 1) unik ana kandung dan 2} unkik anak 5dak Kangung
No. Judul P e]r::uuar}an Publikasi Keterangan
1
2
3
4
4 BA A PRO P P AP A A ATP Profe
No. Organisasi Jabatan Bidang Studi/Bidang Tugas Tahun 7
1
2
3
ARGAA 0 O A A ANA
No. Jenis Tahun Instansi yang Memberikan Tingkat
1 -
2
3
6 A AN DAN PER D A A RA A )
. . Sampai Masih
No. Jenis Penyelenggara Dari Tahun Tahun Aktif
1 ]
2 a__
No Jenis Penyelenggara DariTahun | Sampai | Masih
: yelengg Tahun menerima
1 a
2 a
3 0
No. Judul Tahun Penerbit ]
1
2 r— ]
3
Q OR OP AR/LOKAKARYA
No. Jenis Tahun Peran Penyelenggara
1
2
3
0 D) BAND
No. Jenis Studi Banding Penyelenggara Tahun | Sumber Dana Tujuan (Tempat)
1
2 -
3




a. Dalam Negeri

No. Jenis Diklat Peran Tahun Pola |Penyelenggara| Tingkatan Bid Studi
1
2
3

b. Luar Negeri

No. Jenis Diklat Peran Tahun Pola |Penyelenggara| Tingkatan Bid Studi
1
2

BAHASAA R A AHLIAN (Contoh ; TO O Bi, Sertitikat Las d

=
o

W N | =

Nama Test/Uji Bahasa/Keahlian Penyelenggara Tahun Skor

ORMA A A

Sampai

Nominal
Tahun

No | Jenis Tunjangan Instansi Sumber Dana Dari Tahun

Mengetahui: Pendidik / Tenaga Kependidikan
Kepala Sekolah / Instansi atau atas nama 201...
Kab/Kota...........cooevviiiveiriiicn,

(oo ) (e e )
|

J* Dibubuli capsstompei sekolah atay Inslons
P i3




PEDOMAN PENGISIAN
FORMULIR PENDIDIK & TENAGA KEPENDIDIKAN (F-PTK)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR

< Pedoman Umum

1. Formulir ini merupakan updating formulir pendataan tahun 2012, lengkapi
data yang masih kosong di pendataan sebelumnya. Kolom Isian berwarna
gelap (abu-abu) merupakan variabel tambahan di tahun 2013 yang perlu
dilengkapi.

2. Formulir Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK) diisi oleh tiap individu
PTK dan bertanggungjawab terhadap kebenaran isi formulir.Jika ada
pemalsuan data, maka menjadi tanggungjawab PTK yang bersangkutan atas
konsekwensinya. Selanjutnya  dibubuhkan tandatangan PTK yang
bersangkutan dan diketahui oleh kepala sekolah dengan cara membubuhkan
tandatangan kepala sekolah dan di cap/stempel sekolah sebagai bukti otentik
keabsahan dan kebenaran data.

3. Jika sudah pernah mengisi formulir 2012, lengkapi data yang berwarna gelap

(abu-abu) saja dan updating data Jika ada perubahan untuk di inputkan ke
dalam aplikasi pendataan dikdas.

% Pedoman Khusus

Tanggal diisi pada saat pengisian formulir F-PTK dengan format tanggal (2 digit)/
bulan (2 digit)/tahun (4 digit).

1. Identitas Sekolah

a. Nama sekolah diisi sesuai dengan SK Pendirian Sekolah dan perubahan
nomenklatur yang sudah resmi.

b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) diisi dengan nomor yang diberikan dari
dinas kab/kota, NPSN diisi sesuai dengan nomor yang ditetapkan oleh
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

c. Alamat sekolah cukup jelas.

2. Identitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

a. Nama lengkap diisi sesuai dengan nama di ijasah. Gelar akademis
maupun status sosial seperti H. Hj. tidak perlu dituliskan.



Jenis kelamin diisi sesuai pilihan 1 untuk laki-laki atau 2 untuk
perempuan.

[jazah terakhir sesuai dengan pilihan 05, 06, 07, 08, 08, 10, 11 tahun diisi
tahun kelulusan sesuai di ijasah.

Gelar akademik belakang cukup ditulis gelar pendidikan yang terakhlr
jika linier, dan ditulis semua jika tidak linier .

NIY (Nomor Induk Yayasan)/NIGK (Nomor Induk Guru Kab/Kota) diisi
bagi yang sudah memiliki.

NUPTK diisi bagi yang sudah memiliki dan harus valid, periksa kebenaran
data NUPTK di p2tkdikdas.kemdikbud. go.id.

Tempat, tanggal lahir cukup jelas.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) diisi sesuai dengan NIK yang tertera
pada KTP.

Agama diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06 atau 99.
Status kawin diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3.

Nama ibu kandung diisi sesuai nama gadis ibu kandung.
Alamat tempat tinggal cukup jelas.

. Status kepegawaian diisi sesuai pilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
i.  Diangkat oleh pada status kepegawaian di atas.

ii. Nomor SK, TMT Pengangkatan cukup jelas.

iii. Sumber gaji cukup jelas.

iv. Nomor KGB (Kenaikan Gaji Berkala) terakhir.

v. TMT KGB terhitung mulai tanggal KGB terakhir.

Status aktif diisi sesuai pilihan 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 99.

i. Jika cuti, cuti diluar tanggungan negara dan tugas belajar diisikan
tanggal mulai dan tanggal selesainya.

iil. Jika pindah (diisikan tanggal pindahnya).

iii. Jika wafat (diisikan tanggal wafatnya).

Jabatan diisi sesuai dengan SK yang diperoleh.

. TMT di sekolah ini diisi sesuai dengan SK pengangkatan pertama
bekerja di sekolah tersebut.

ii. Jabatan/tugas pokok diisi sesuai pilihan 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09 atau 10.



iii. Tugas Tambahan selain tugas pokok diatas diisikan sesuai pilihan.

iv. TMT jabatan diisikan sesuai dengan tanggal mulai menjabat di butir o.

v. Sertifikasi jabatan diisi sesuai pilihan 1, 2 atau 3 .

vi. Tahun dan nomor sertifikat cukup jelas.

vil. NRG (Nomor Registrasi Guru) di tuliskan sesuai yang tertera di
sertifikat.

Butir ini diisi hanya PTK yang berstatus sebagai PNS

i.  NIP diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai terbaru (18 digit).

ii. TMT PNS diisi sesuai dengan SK Pengangkatan pertama menjadi PNS.

iil. Pangkat/golongan cukup jelas.

iv. TMT Golongan diisi sesuai dengan SK kenaikan pangkat/golongan
terakhir.

Status inpassing bagi guru swasta diisikan dengan tanda cheklist.
i. TMT inpassing cukup jelas.
ii. Angka kredit inpassing akumulasi.

Kode sertifikasi mengacu pada kode sertifikasi yang dikeluarkan
Direktorat P2TK Dikdas tentang sertifikasi.

Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus teknisi laboratorium atau
laboran yang memiliki program keahlian.
Kode sertifikasi sesuai dengan tabel referensi program keahlian.

Butir ini hanya diisi oleh PTK yang berstatus kepala sekolah.
Lisensi kepala sekolah diisi sesuai pilihan 1 atau 2.

. Mengajar Pada Sekolah Ini

Kolom Rombel diisi dengan kode yang diberikan dari standarisasi tata
usaha

Kolom kode mata pelajaran kode sesuai dengan tabel referensi bidang

studi/mata pelajaran

Kolom Jumlah jam mengajar dalam 1 minggu mengajar di rombel tersebut

. Mengajar Di Sekolah/Lembaga Pendidikan Saat Ini (Khusus
Pendidik/Guru)

Masing-masing nomor diisi dua baris.

NPSN dan Nama Sekolah, untuk NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional)
diisi pada baris atas sesuai dengan NPSN sekolah tersebut Jjika sudah
memiliki, untuk Nama sekolah diisi pada baris bawah.



Sekolah induk diisi dengan menggunakan tanda silang (X) dan hanya
dapat dipilih satu.

Rombel diisi sesuai dengan rombel yang dimiliki oleh sekolah tersebut
contoh: VIII-8, 1-1, 9.1

Status dan TMT, untuk Status diisi pada baris atas sesuai pilihan 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 atau 8, untuk TMT diisi sejak pertama kali mengajar pada
sekolah tersebut.

Kode mata pelajaran 1 dan 2 lihat pada kode referensi bidang studi/mata
pelajaran pada baris atas, dan jumlah jam ajar pada baris bawah.

S. Riwayat Pendidikan Formal

Pendidikan formal diisi dari yang terendah sampai ke yang tertinggi dan
dimulai sejak jenjang Sekolah Dasar (SD).

a.

Kolom Satuan Pendidikan Formal diisi dengan bentuk pendidikan contoh:
SD, SMP, SMA, PT.

Kolom Fakultas hanya diisi untuk pendidikan tinggi.

Kolom Jurusan Prodi cukup jelas, jika jenjang pendidikan SD, SMP
abaikan Jurusan/Prodi.

Kolom Kpd diisi dengan tanda silang (X) jika jurusan kependidikan.

Kolom Jenjang diisi dengan jenjang Jurusan/Prodi contoh: D1, D2, D3.
S1, S2, S3.

Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan
tersebut.

Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut,
bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus.

6. Pendidikan Yang Sedang Ditempuh (diisi jika sekarang masih kuliah aktif)

Cukup jelas.

7. Riwayat Pendidikan Non Formal

Pendidikan non Formal pendidikan yang tidak terkait dengan formal contoh:
Kursus.

a.

Kolom Lembaga Pendidikan/Instansi cukup jelas.



b. Bidang Studi cukup jelas.
c. Tingkat cukup jelas.

d. Kolom Tahun Masuk diisi sesuai dengan tahun masuk pendidikan
tersebut.

e. Kolom Tahun Lulus diisi sesuai dengan tahun lulus pendidikan tersebut,
bagi PTK yang masih bersekolah maka abaikan tahun lulus.

8. Riwayat Mengajar Sebelumnya

Kolom NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) diisi pada baris atas sesuai
dengan NPSN sekolah tersebut jika sudah memiliki.

a. Kolom Nama Sekolah cukup jelas.
b. Kolom Masa Tugas Dari Tahun cukup jelas.
c. Kolom Masa Tugas Sampai cukup jelas.

d. Kolom Kode mata pelajaran lihat pada kode referensi bidang studi/mata
pelajaran.

e. Kolom Jumlah jam cukup jelas.
9. Riwayat Pekerjaan (Non Guru)
Riwayat pekerjaan diisi dengan pekerjaan sebelum menjadi guru misal:
sebelum menjadi guru menjadi tenaga administasi, pegawai swasta, kepala
sekolah, atau TNI/Polri dan lainnya.
a. Kolom Nama Instansi cukup jelas.
b. Kolom Masa Tugas cukup jelas.
c. Kolom Pekerjaan/Jabatan cukup jelas.
d. Kolom Beri Tanda jk msh aktif diisi dengan tanda silang (X).
10. Riwayat Kepangkatan
Cukup jelas.

11. Riwayat Gaji Berkala

Cukup jelas.



12. Keluarga

Nama Suami/Istri cukup jelas.

Pekerjaan diisi sesuai dengan pilihan 1 atau 2, jika memilih 2 sebutkan
NIP terbaru (18 digit) suami/istri.

Anak diisikan dengan tiga anak pertama pada usia sekolah (4-23 tahun).

I.  Kolom Nama diisi sesuai dengan nama yang terdaftar pada sekolah.

il. Kolom NISN (Nomor Induk Peserta didik Nasional) diisi sesuai yang
diberikan oleh Kemdikbud, abaikan jika belum memiliki.

lii. Kolom Status Anak diisi sesuai pilihan 1 untuk anak kandung atau 2
untuk anak tidak kandung. '

iv. Kolom Tempat Lahir cukup jelas.

v. Kolom Tanggal Lahir cukup jelas.

vi. Kolom Jenjang Sekolah diisi dengan Bentuk Pendidikan contoh: TK,
SD, SMP, SMA, SMK, PT.

vii. Kolom Tahun Masuk Sekolah cukup jelas.

13. Karya Tulis

Karya tulis diisi jika PTK pernah membuat karya tulis yang disahkan oleh
pejabat yang berwenang. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai

dengan terakhir.

a.

b.

C.

d.

Kolom Judul cukup jelas.

Tahun Pembuatan cukup jelas.

Publikasi cukup jelas.

Kolom keterangan cukup jelas.

14. Pengembangan Profesi

Pengembangan profesi diisi oleh PTK yang terdaftar pada Organisasi Profesi.
Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

a.

Kolom Organisasi yang dimaksud adalah organisasi yang berkaitan denga
profesi PTK.

Kolom Jabatan diisi sesuai dengan posisi pada struktur organisasi profesi
tersebut.

Kolom bidang studi/bidang cukup jelas.



d.

Kolom tahun diisi pada tahun sekarang jika anda masih aktif dalam
organisasi tersebut, jika anda sudah tidak aktif isikan tahun keluar di
organisasi tersebut.

15. Penghargaan

Penghargaan diisi oleh PTK bagi yang pernah mendapatkan penghargaan baik
dari pemerintah maupun swasta. Diisi berdasarkan urutan dari tahun

pertama sampai dengan terakhir.

d.

Kolom jenis cukup jelas.
Kolom tahun cukup jelas.
Kolom instansi yang memberikan cukup jelas.

Kolom tingkat cukup jelas.

16. Kesejahteraan Dan Perlindungan

Kesejahteraan dan perlindungan diisi oleh PTK yang pernah atau masih
memiliki perlindungan/kesejahteraan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun

pertama sampai dengan terakhir.

a.

Kolom jenis cukup jelas.
Kolom penyelenggara cukup jelas.
Kolom dari tahun diisi ketika mulai awal terdaftar.

Kolom sampai tahun diisi padasaat berakhirnya perlindungan/
kesejahteraan tersebut, jika masih terdaftar abaikan.

Kolom masih aktif diisi dengan tanda silang (X).

17. Beasiswa

Beasiswa diisi oleh PTK yang pernah atau masih mendapatkan beasiswa. Diisi
berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

a.

Kolom jenis cukup jelas.
Kolom Penyelenggara adalah instansi yang memberikan beasiswa tersebut.
Kolom Dari tahun adalah tahun pertama mendapatkan beasiswa.

Kolom Sampai tahun adalah berakhirnya pemberian beasiswa, jika masih
menerima abaikan.



e. Kolom masih menerima diberi tanda silang (X).

18. Penulisan Buku
Penulisan buku diisi oleh PTK yang pernah menulis buku sampai buku
tersebut diterbitkan/dipublikasikan. Diisi berdasarkan urutan dari tahun
pertama sampai dengan terakhir.
a. Kolom Judul cukup jelas.
b. Kolom tahun adalah tahun penerbtan buku.
c. Kolom Penerbit cukup jelas.

19. Workshop/Seminar/Lokakarya
Workshop/seminar diisi oleh PTK yang pernah menulis mengikuti workshop/
seminar/lokakarya. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai

dengan terakhir.

a. Kolom jenis diisi dengan sesuai tingkatan wilayah misal seminar lokal,
daerah, nasional, internasional.

b. Peran diisi posisi PTK ketika mengikuti workhop/ seminar/lokakarya,
misal: peserta, ketua panitia, nara sumber dan lain-lain.

20. Studi Banding

Studi banding diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan studi banding.
Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir .

21. Diklat
Diklat diisi oleh PTK yang pernah mengikuti kegiatan diklat baik swasta
maupun pemerintah. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai

dengan terakhir .

a. Kolom jenis diklat diisi berdasarkan judul diklat, misal: diklat PAKEM.,
play therapy, kepegawaian, dan lain-lain.

b. Kolom Tahun diisi tahun penyelenggaraan diklat.
c. Kolom pola diisi jumlah jam diklat.

d. Kolom penyelenggara diisi berdasarkan instansi yang menyelenggarakan
diklat tersebut.



Kolom Tingkatan diisi dengan jenjang pendidikan, yaitu tingkat dasar,
menengah atau lanjut.

Kolom bidang studi diisi sesuai tabel referensi bidang studi/mata
pelajaran.

22. Tes Bahasa/Uji Sertifikasi Keahlian ]

Tes bahasa/ uji sertifikasi  diisi oleh PTK yang pernah mengikutites
bahasa/uji sertifikasi. Diisi berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai
dengan terakhir.

a.

Kolom nama tes/uji cukup jelas.
Kolom bahasa/keahlian cukup jelas.
Kolom penyelenggara cukup jelas.
Kolom Tahun cukup jelas.

Kolom Skor atau nilai hasil ujian/tes cukup jelas.

23. Informasi Tunjangan

Informasi tunjangan diisi oleh PTK yang mendapatkan tunjangan. Diisi
berdasarkan urutan dari tahun pertama sampai dengan terakhir.

a.

b.

Kolom jenis tunjangan misal tunjangan anak/istri/suami.
Kolom instansi yaitu instansi yang memberikan tunjangan.

Kolom Sumber dana misal: pemerintah, bantuan, pinjaman luar negeri,
dan lain-lain.

Kolom dari tahun cukup jelas.

Kolom sampai tahun diisi jika masa penerimaan tunjangan sudah selesai
atau di abaikan jika masih menerima tunjangan.

Kolom nominal adalah besaran tunjangan yang diterima.

24. Lain-Lain (Catatan)

Diisi jika ada hal-hal penting, terkait dengan data Pendidik dan Tenaga
Kependidikan.



Kode Referensi PTK

1. Tabel referensi bidang studi/mata pelajaran (ika belum tercantum, lihat
kode bidang studi dalam buku pedoman sertifikasi guru dalam jabatan Tahun
2011).

Mata Pelajaran / Mata Pelajaran /
No Kode | No Kode
Guru Kelas Guru Kelas
1 | Guru Kelas PAUD 020 | 19 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 100
(IPS)
2 | Guru Kelas SD/MI 027 | 20 | Biologi 190
3 | Gunu Kelas SDLB 800 | 21 | Fisika 184
4 | Pendidikan Agama Islam | 127 | 22 | Kimia 187
S | Pendidikan Agama 130 | 23 | Ekonomi 210
Katholik
6 | Pendidikan Agama 134 | 24 | Sosiologi " ] 214
Kristen
7 | Pendidikan Agama 137 | 25 | Antropologi 215
Hindu
8 | Pendidikan Agama 140 | 26 | Geografi 207
Budha
9 | Pendidikan Agama 143 | 27 | Sejarah 204
Konghucu
10 | Seni Budaya 217 | 28 | Bahasa Arab 167 |
11 | Pendidikan Jasmani dan | 220 | 29 | BahasaJerman 160
Kesehatan
12 | Bahasa Inggris 157 | 30 | BahasaPerancis 164
13 | Pendidikan 154 | 31 | BahasaJepang 170
Kewarganegaraan (PKn)
14 | Matématika 180 | 32 | BahasaMandarin 174
15 | Bahasalndonesia 156 | 33 | KeterampilanKomputerd | 330
anPengelolaanInformasi(
KKPI)
16 | Teknologi Informasi dan | 224 | 34 | Kewirausahaan 331
Komunikasi(TIK)
17 | Keterampilan 227 | 35 | BimbingandanKonseling( | 810
Konselor)
18 | lmu Pengetahuan Alam | 097
(IPA)




2. Tabel referensi Keahlian Laboratorium

Kode Keahlian Laboratorium Kode Keahlian Laboratorium
01 Laboratorium IPA 30 Seni Rupa
02 Laboratorium Fisika 34 Tata Boga
03 Laboratorium Biologi 35 Tata Kecantikan
05 Laboratorium Bahasa 36 Tata Busana
06 Laboratorium Komputer 99 Lainnya




REKAPITULASI NAMA DAN NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOS

FORMAT BOS-02

Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota

Kabupaten/Kota  © .......oooeooeeeeoeeeeoeeeeeeooo Dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi
Provinsi s
Nama Rekening
No NSS Nama Sekolah OW”“”m (Nama Lembaga mum“ﬂm vm_ﬂzh.wﬂ__%m:
tdk boleh Rekening Pribadi)
1 1.
2.
2 1.
2.
3 1 -
2.
4 1.
2.
5 I
2.
6 I .
2.
ot T

Manajer BOS

Kab/Kota ...............



Formulir BOS-03

CONTOH
RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d .....
Jumlah Peserta Didik :........... peserta didik
Jumlah Dana BOS : Rp ..............

Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah

No Komponen Jumlah Dana (Rp)

Total

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara



Formulir BOS-04

CONTOH
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d.....

A.Pengeluaran

No Jenis Pengeluaran Tanggal/Bulan Jumlah (Rp)

B.Pembelian Barang/Jasa

Nama
No Barang/Jasa Tanggal/ Toko/ Jumlah
yang dibeli Bulan Penyedia (Rp)
Jasa

Ketua Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara



Formulir BOS-05

VOB NYHIQIONIE SYNIQ /22 ISNIAOY NWMIIONId SYNIQ nong\  NYYAYANE3IN ¥ NYMIAIANId NIWILHVd3q
09071 0901 Wik

NIMSIN VSIS 19V8 NVLNONNd NYXSYaIgnan
VLSVMS dINS/AdS VINVN

VAR

VLOWEYA NYMIQIONS SYNIQ [0 ISNINOYA NYXIQIONTd SYNID /) NYVAYANS3M ® NYMIQIONId NBWALUVAID /s
*v..; 4

VMSIS HNYEN13S 19v4
NVLNONNd SvYE39 NYMIAIANId NYMVEVYOONITIANIN

ld393N dINS/AS VINVN




Formulir BOS-6A

LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT

. Identitas Pengadu
a. Nama
b. Alamat

. Tanggal Terima Pengaduan

. Lokasi Kejadian

a. RT/RW/Dusun
b. Desa/Keluarahan
c. Kabupaten/Kota
d. Provinsi

. Uraian Pengaduan:

. Tanggal Penyelidikan Dilakukan :

. Penyelidik :

. Temuan:

10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu

pelaksanaan keputusan:

tentang keputusan/dan



11. Dokumen yang diterima:

Melaporkan:
UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,




Formulir BOS-06B

LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN /KRITIK/SARAN

1. Identitas Penanya/Pemberi Saran
a. Nama
b. Alamat

2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran :

3. Uraian Pertanyaan/Saran:

4. Penerima Pertanyaan/Saran

5. Tindak Lanjut Saran:

Melaporkan:
UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,
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Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris di Sekolah
Tahun .......c.cevvrnnens

Sekolah

Format BOS-09

Dibuat oleh Sekolah
Diserahkan ke Disdik Kab/Kota

Status : Negeri / Swasta
Desa/Kecamatan
Kab/Kota
Provinsi
jumlah Jumlah Total
No Barang Unit Dana Dana

Total

Kepala Sekolah,




Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris di Kab/Kota

Format BOS-10

Tahun ....ceeeieene Dibuat oleh Disdik Kab/Kota
Diserahkan ke Disdik Provinsi
Status : Negeri / Swasta
Kab/Kota
Provinsi
Jumlah Jumlah Total
No Barang Unit Dana Dana

Total

Kepala Dinas,



Formulir BOS-11

Berita Acara Serah Terima Aset Negara
Atas Hasil
Bantuan BAntuan Operasional Sekolah Tahun 2015
Antara
Pemerintah Provinsi
dengan
Pemerintah Kab./Kota ....c.c.coccvvvenrnnnnnnnnnn.

NIP. dalam hal yang diuraikan di bawah ini
bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
................................. , dan karenanya untuk dan atas nama serta

mewakili Pemerintah Daerah Provinsi ......ocooovveieieeiia . :

NIP. dalam hal yang diuraikan di bawah ini
bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota .........ccccoceeviininn. , dan karenanya untuk dan atas

nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota ........................... ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar di wilayahnya,



serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka
pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar telah mengalokasikan

dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015 di Provinsi

.Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan

penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang antara
lain disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan
pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan

daerah;

.Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan,
bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian
urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah;

. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib, yaitu

urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang

terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi

dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan

saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara

Hasil Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015 dengan

ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasar pada :

1.
2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 fentang Keuangan Negara;
Ur.dang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



4., Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

10. Nota Pemberian Hibah Daerah Nomor: ..., Tanggal

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas barang inventaris bagi sekolah
sebagai hasil dana Bantuan Operasional Sekolah kepada PIHAK KEDUA,
PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan barang inventaris tersebut
bagi sekolah sebagai hasil dana Bantuan Operasional Sekolah dari PIHAK
PERTAMA dalam jumlah dan kondisi lengkap, baik dan sesuai fungsinya

sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya
barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan
sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan,
pengelolaan, pengembangannya, serta pemanfaatannya di sekolah beralih

kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup,

masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila di



kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara ini, akan diadakan

perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Bantuan, Pemberi Bantuan,

.............................................................................................



Rekapitulasi Pembelian Barang Inventaris di Provinsi
Tahun ....ccoveiiien

Format BOS-12

Dibuat oleh Disdik Provinsi
Diserahkan ke Kemdikbud

Status : Negeri / Swasta
Provinsi :
Jumlah Jumlah Total
No Bar
ang Unit Dana Dana
Total

Kepala Dinas,




Formulir BOS-K1

Diisi oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

TAHUN AJARAN .....
Nama Sekolah
Desa/Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
PENERIMAAN
No. No. Uraian Jumiah No. Uraian Jumlah
Urut | Kode Kode
1 2 3 4 6 7 8
| 1 SISA TAHUN LALU Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan
] 2 PENDAPATAN RUTIN 2 Pengembangan standar isi
3 Pengembangan standar proses
1} 3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) 4 Pengembangan pendidik dan kenaga kependidikan
31 | BOS Pusat 5 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
3.2 | BOS Provinsi 6 Pengembangan standar pengelolaan
3.3 | BOS Kabupaten/Kota 7 Pengembangan standar pembiayaan
v 4 BANTUAN 8 Pengembangan dan implementasi sistem penilaian
4.1 | Dana dekonsentrasi
4.2 | Dana Tugas Pembantuan
4.3 | Dana Alokasi Khusus
4.4 | Lain-lain (banfuan luar negerihibah)*
v 5 | SUMBER PENDAPATAN LAINNYA
5.1
5.2
Jumiah Penerimaan
* Sebutkan jika ada
Mengetahui, Menyetujui,
Ketua Komite Sekolah Kepala sekolah Bendahara/Penanggungjawab kegiatan

NIP. ...

NiP.
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REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN
TAHUN AJARAN .............

PERIODE TANGGAL : ........ooovenens sid ( Triwulan ke ... ]
Nama Sekolah
Kecamatan Formulir BOSK7
Kabupaten/Kota Diisi oleh Sekolah
Provinsi : Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota
Penggunaan dana per sumber dana
No. Kode Uraian Kegiatan Jumiah Bantuan Operasional Sekolah {BOS) Bantuan Sumber Pendapatan

Rutin

Pusat Provinsi | Kab/Kota Lain Lainnya

Psnerimaan terdiri dari : . — —
Saldo awal i
Pendapsaian Rutin

Banluan Operasional Sekolah
Banluan Lain

s w N >

lainnya

I}
Total Penerimsan
B Penggunaan Dana :

[} Program Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan

Peny i K Minimal
Penyusunan Kriteria Kenaikan Kelas
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kecamatan
Pelaksanaan Uji Coba UASBN/UN Tk. Kota i
. ... dst ;
Pengembangan standar isi |
Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajacan
Penyusunan Program Tahunan
Penyusunan Program Semester
Penyusunan Silabus

. dst i
3 Pengembangan standar proses i ; 1
3.1 Kegialan Pengelolaan Kegialan Belajar Mengajar . |
311 Pengadaan Sarana Penunjang KBM (ATK KBM) ! ‘
312 Pengadaan Alal Pembelajaran (seluruh mapel termasuk OR) : ‘
It | dst. i ‘
3.2 Program Kesiswaan : ' |

324 Peny Program K i

Pelaksanaan Pendaftaran Pesena Didik Baru (PPDB) :

........... dst !

Program Ekstrakurikuler

Penyusunan Program Ekstrakurikuler
Pelaksanaan Ekslrakuriler Kepramukaan
. dst
|Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan
Pembinaan Guru di Gugus :
Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mala Pelajaran
Peningkatan Kompelensi Kepala Sekolah

........... dst
Py i Tenaga Kep
F i Tenaga
Pembinaan Tenaga Perpuslakaan
........... dst
3 Pengembangan sarana dan prasarana sekolah
5.1 Peng Py i dan P an Alal Kanto is Sekolah : 1
511 Mesin Tik i
512 Stensi{ Mesin Pengganda !
X T I dst |
52 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung : i
521 Ruang kelas
522 Ruang laboratarium i
52.. dst i i
53 Pengadaan dan Perawatan Meubelaic : i i
531 Meja Kursi Murid ‘
532 Meja Kursi guru i
53 | e dst ;
[} Peng: standar peng t
6.1 Kegiatan Pengembangan Manajemen Sekolah
811 Penyusunan Visi dan Misi
612 Penyusunan Profil Sekolah ‘
6.1... .
8.2 tan F F |
6.2.1 Peny Program K
622 P d sarana Penduk Perl
8.2.. eeeen.. St
6.3 Kegialan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.1 Penyusunan Program Supenvsi, Monitoring dan Evaluasi
6.3.2 Supervisi Akademik
6.3.... L dst i
8.4 Kegiatan Hubungan Masyarakat ‘
8.4.1 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen !
6.42 Penyusunan Leaflet
64 ... 1 dst
7 standar
71 Kegiatan Rumah Tangga Sekolah, Daya dan Jasa
749 Konsumsi Guru / Pegawai
712 .onsumsi Tamy ;
T | dst ! |
8 P dan i i sistem | !
8.1 Penyusunan kisi-kisi : i |
8.1.1 Ulangan Harian |
8.1.2 Ulangan Tengah Semester
813 Ulangan Akhir Semester |
81| dst i
82 Penyusunan Soal
821 Ulangan Harian |
822 Uangan Tengah Semester : i
823 Ulangan Akhir Semester : i }

8.2.. dst




. RO

Penggunaan dana per sumber dana

No. Kode Uralan Kegiatan Jumiah . Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan ’ Sumber Pendapatan
Rutin Pusat Provinsi Kab/Kota Lain Lainaya
83 Pelaksanaan penilaian
8.3.1 Uangan Harian
8.3.2 Uangan Tengah Semester
833 Uiangan Akhir Semester
834 Ulangan Kenaikan Kelas
83... | dst
8.4 Tindak lanjut hasil Penilaian
84.1 Analisis
842 Remedial
8423 Pengayaan
85 Penilaian lainnya
851 Portofolic
852 Proyek
853 Penugasan
854 | ... dst
86 Inovasi Model Penilaian
8.6.1 Workshop !
86.2 IHT
8:6.3 Pelatinan N o )
Total Penggunaan Dana |
[~ SISADANA=A-B i :
Mengetahui . .20
Komite Sekolah Kepala Sekolah Bendahara




Lampiran Formulir BOS K-7
Dibuat oleh Sekolah
Dikirim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan s Kepala Sekolah ...
Alamat

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah digunakan dalam rangka
mendukung operasional sekolah dan tidak untuk keperluan pribadi.

2. Penggunaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagai
berikut:

Penggunaan (Rp)

1 Triwulan |

2 | Triwulan Il

3 | Triwulan Il

4 | Triwulan iV

3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti
rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Nama Kabupaten/Kota),

Materai
Rp.6.000

(Nama Lengkap & Stempel)
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Formulir BOS-K7b

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas

Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) :

Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu

Jumlah Total Penerimaan (D) : Rp

Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp

SaldoBuku(A=D-K) Rp .

Saldo Kas (B) Rp
Saldo kas B terdiri dari:

1. Lembaran uang kertas Rp 100.000,- Lembar Rp .
Lembaran uang kertas Rp  50.000,- Lembar Rp .
Lembaran uang kertas Rp  20.000,- Lembar Rp
Lembaran uang kertas Rp  10.000,- Lembar Rp
Lembaran uang kertas Rp 5.000,- . Lembar Rp ..
Lembaran uang kertas Rp 2.000,- Lembar Rp ..
Lembaran uang kertas Rp 1.000,- ... Lembar Rp ..

2. Keping uang logam Rp 1.000,- Keping Rp ...
Keping uang logam Rp 500,- . Keping Rp ...
Keping uang logam Rp 200,- Keping Rp ...
Keping uang logam Rp 100,- Keping Rp ...~

Sub Jumlah(2) Rp

3. Saldo Bank, Surat Berharga dll SubJumlah(3) Rp ..

Jumlah(1+2+3)Rp .
Perbedaan (A-B) Rep ...

Penjelasan Perbedaan

Tanggal, .. ..
Yang diperiksa, Yang Memeriksa,
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah



Formulir BOS-K7C

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini ....................... tanggal ... tahun ...
yang bertanda tangan di bawah ini, kami Kepala Sekolah yang ditunjuk
berdasarkan Surat Keputusan No. .................... tanggal ...
Nama — :
Jabatan

melakukan pemeriksaan kas kepada:

Nama

Jabatan

yang berdasarkan Surat Keputusan No. .................... tanggal .................l
ditugaskan dengan pengurusan Uang ...................cccc.o.oeeeeiiin... ST

Berdasarkan pemeriksaan kas serta bukti-bukti dalam pengurusan itu, kami

menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah uang yang dihitung di hadapan Bendahara/Pemegang Kas adalah:

a) Uang kertas bank, uang logam Rp o
b) Saldo Bank Rp
¢) Surat Berharga dll RD

Jumlah Rp .
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Rp

Perbedaan antara saldo kas dan saldo buku Rp

Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah



EI0M/qE) SO8 Wil eney

 NUSdIB GERT | reInawioy S08 — Ja1oudy UeNIpIpURday TEYe [ U Uep | eMSls NY59 | TUEGEMSIS
) 'p's | uauodwoy | exybueiad | ueejoebuad | uisiw emsis nnB isajoid eBeua) uep Jazouoy ninb yejoxas [esel uep eep| siqey ueyeq | uebuein (uep uesefejoquiad ueewysuad ueexeysndiag
yejwny enfeduuieeferg | ueyequey | ueekelqwad | muequow | ueBuequebueg [ueueing wnueiouoy ueseAequiad | uelemesad | ueuebbue | ueequag | ueeibey uejeiboy ueeiboy ueBueqwabuag Uelo¥ds eweN N oN
2UB() UEEUNDBUSY
NNHYL
............................................ ISNINOYd
Isumoid SOg UswaleUe Wil epeday uewedwesid | VLOMWNILY NG

B103/9E) SO8 uswoleuen Wit yaio 1enqig

-S09 Jinwiog

YNVA NYVYNNOONId NvHOdYT ISYINLIdYHIY
(SO8) HY1OM3S TYNOISYYIJO NVNLINVE




ISUtAOIY
ueyipipuad seuiq ejeday

............... dy (8-g+2=6) @10}
i UBYnINGaX LIep 1093 UIGar QN 1P euep eyl | bueiny uisias
................ dy (9-e-8=y) E10]
I UBYNINGSY LIEP JBS3q UIGa] Oy 1p Buep el - UigeT Uisiag
() dy anX 'p epe BueA euep jei0]
............... Qm i meO_;wQ anM a9 NN Jajsues]
............... dy eAuwNiagas apowuad euep esig
am ip epe BueA euep yepunp
) (5) @) (&) 1oL
8 L (Isoomun xp) = 9 (1soonunx¢g) =g v € g -
NS as dNS as dINS as
(dy) yejoxas oy ang euep yejwns Emsis yejwinr sloM/uaredngey °N
yajo Jajsueayp bueA euep yepunr 1y ueyningay
............. NAHYL *77 7 NN
................. ISNIAONJ

NON3IdH3L NON HvH3va MNINN
SO8 YNVA NVdVHIANI ISVSITVIY NYHOdY]

lesnd SOg uswaleuey wi] epedsy uesedwesig

ISulAcld SOg uawaleuew WL ys|o 1enqig

6X-S09 Jlinuuo4




ISUlAOLd
ue)ipipuad seuiq ejeday

................ Qm AW-D.TmHmv_muOH.
4 UBUNINGS LIBp 1195 UIGa] QN 1P BUEP Bl ~ BuBiny 4isiiag
................ dy An-m-wu:_muo._.
I UBYNINGSY LIBp JBSSQq 4Ig3] Oniy 1P Buep Xl yIgaT yisisg
(@ dyy anX 1p epe BueA euep jejo |
............... dy U spouad gny o3 NNy Jeysue )
............... dy eAuwn(aqges apouad euep esig
anx ip epe BueA euep yepwnp
) &y @ (e) 904
8 L (Isoouunxp) =g (3soo nunx¢) =g v £ ¢ .
TS as dNS as dINS as
(dy) yelones o3 ang euep yejwn( emsis yejwnr ejoyj/uajednge)y ON
yalo Jaysuesip Buek euep yepunp Iy ueymingay
............. NOHVL **77 o N MM
................. ISNIAONJ

TONIdHIL HYH3VA MNLNN
SO8 VNVA NVdVYIANTd ISYSITVIY NVHOdY

iesnd SOg uawsleueyy wi) epedey ueyiedwesiq

Isulnold SOA uswaleueyy Wil yaio jenaig

E6X-S0g Jinuuog




ISUIN0Id SO Wiy enjay

qAuadia) yejay 19Induioy | eejojabus

J3J0oUOy Ue|pipuaday

~ Teyed | vellnuep | EMSIS NS | AIEQEMSS
2L 'P's | usuodwoy | ieyBuesad u UISIW BMSIS unb isajoud eBeua; uep y runB 1oy esef uep eAep| siqey veyeq Bueyn  fuep {ejoquiad] ueewuouad ueeyeisndiag
yepunp exf eAuure| eAeig equiag Aeiquiag quiap ] Buag Inq wnpeiouoy uesekequiag | ueemesay veuebBueq HRQWad 1By 1Boy uerBay ueBuequeBuay ejoyyusredngey nin ‘oN
euRQ UeTUNBbUay

1esnd SO Uswaleuew wij epeday uenredwesiq

T ISNIANOYA
Isunoug §O8 uswaleue wi) ysio lenqiq

VNVA NYVYNNOONId NVHOYT ISYINLIdYMIY
0LX-508 Hnuuoy

(s08) HY10M3S TVYNOISVHIJO NYNLINVYE




..............................

deseq ueyipipuad |esapuar anyyaaiq

ueeAepnqay uep ueyipipuad LU u'e

iejol

dNS

as

diNS as dWS as

injeg Bueinyyyige

ISUIAOLY

11y ueyningoy

anM !p eipasia) buek eueqg

N L e CNYIAMINL
TION3IdY31 NON HYYH3VQA MNINN

SO8 VNVQ ISYMOTV ONVINM/HIGTT ISVINLIdYMIY

Lajusy epedsy ueyiedwesiq

Jesnd SOg uswaleue Wil ysjo 1enqiq

L IX-SOg Jlinwio4




leseq ueyipipuad jesapuap Jmyaig
ueeAepngay uep ueyipipuag Lajualy u'e

diNS as dNS as

diNS

as

H

injeg Bueiny/yiqen

dn !p eipasia) bueA eueq

ISUlAOLd

ON

TIONIdY3L HYH3VA MNLINN
SO8 VNVA ISYIOTV ONVYNM/HIETT ISYINLIdvA3Y

Lsjusy epedey ueyiedwesiq

}esnd SOg uswsleuepy wry ysjo jenqiq

Bl IX-S0Og 4inwio4

NAHY L e CNVINMINL

———
—— e

I



Jeseq uexiptpuad Jesapuar Jnyalg

WAUadid) yejay | Jeinduwmoy |

eej0jabusd

" JAI0UG UENIPIpUSaEY

T TeWed | UEqn UBP | EMSIS [nySa TUEQ EMSIS
Tl 'p's | usuodwoy | jexBuesed u UDISIW ems)s run6 isajoud ebeua) uep Jasouoy runb yeloxos |esef uep ehep| siqey ueyeq Guein  (uep uesefejoquied| urewvauad ueexeisndiaq
yejwne eyl ekuue; ekeig faquiad | eefejquiad | muequiow | ueBuequiobuog |ueueing wnyesouoy ueseAequing | uejemesag | ueuebBue | uenequiag ueeiboy uejeiBay; uejeiBoy ueBuequisBuay Isutolg N oN
eueQ ueeunbbuay
Uoliaw epeday ueyedwesig ] NNHVL
lesnd SOg uawaleuey wil ysio jlenqig

ZIX-S08 NMinuuoy

VNVA NYYNNOONId NYHOdVYT ISYINLIdYYIY

(SO9) HY10X3S TYNOISYHY3dO NYNLNvg




